
SULTENG RAYA – 
Keterlambatan penetapan 
APBD Tahun Anggaran 
2026 di Kabupaten Parigi 
Moutong tak lagi sekadar 
soal teknis administrasi. 
Isu ini telah menjelma 
menjadi polemik terbuka 
yang memperlihatkan 
problem lebih mendasar, 
rapuhnya literasi media 
dan tersendatnya ko-
munikasi politik antara 
penyelenggara pemerin-
tahan dan publik.

Puncak polemik mencuat dalam Sidang Pari-
purna DPRD Parigi Moutong, 12 Januari 2026. 
Ketua Badan Kehormatan DPRD dari Fraksi PKB, 
Candra Setiawan, S.Pd, secara terbuka menyebut 
pemberitaan media terkait Pokok-Pokok Pikiran 
(Pokir) anggota DPRD sebagai “distraksi” yang 
dinilai mengganggu substansi pembahasan APBD.

Pernyataan tersebut sontak memantik perde-
batan. Alih-alih menjernihkan akar persoalan 
keterlambatan APBD, sikap itu justru menggeser 
fokus diskusi ke arah relasi antara DPRD dan pers—
sebuah isu sensitif dalam praktik demokrasi lokal.

Pengamat Kebijakan Publik Parigi Moutong, Dedi 
Askary, SH mengatakan,  pernyataan Candra Setia-
wan yang mengeritik media tersebut salah alamat.

Menurutnya ketika media menyoroti tarik-ulur 
Pokir yang diduga ikut memengaruhi molornya pe-
netapan APBD, pers sejatinya sedang menjalankan 
fungsi kontrol sosial.
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7
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■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

Pengamat Ingatkan 
Oknum Anggota DPRD 

Tak Salahkan Pers

Bidik Potensi Pajak 
Reklame, DPRD Parigi 
Moutong Kunker ke 
Bapenda Makassar
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Bupati Sigi Instruksikan Camat dan 
Kades Awasi Aktivitas Tambang

KUNJUNGI KOMUNITAS TEMAN TULI 

APBD PARIGI MOUTONG MOLOR

BUPATI SIGI Moh Rizal Intjenae saat menerima keluhan dari kades yang berada di Kecamatan Palolo akibat 
adanya aktivitas tambang ilegal di Dongi-dongi Poso yang menggunakan zat berbahaya seperti merkuri, 
Jumat (16/1/2026). FOTO: ANTARA/PEMKAB SIGI

SULTENG RAYA - Bupati Kabupaten Sigi, 
Moh Rizal Intjenae menginstruksikan ke-

pada seluruh camat dan kepala desa untuk 
mengawasi masing-masing wilayahnya 

agar tidak ada aktivitas pertambangan di 
daerah tersebut.

“Tolong para camat khu-
susnya camat Palolo dan 
seluruh kepala desa, kalau 
ada yang buat tambang 
ilegal segera lapor ke saya 
untuk selanjutnya dilakukan 
penertiban oleh pemerintah 
daerah,” kata Bupati Sigi 
Moh Rizal Intjenae saat dite-
mui awak media di Kabupa-
ten Sigi, Jumat.

Ia mengemukakan salah 
satu wilayah terdapat tam-
bang ilegal yang berbatasan 
dengan Kabupaten Sigi 

adalah tambang Dongi-don-
gi yang berada di Kabupaten 
Poso dan berbatasan dengan 
Kecamatan Palolo, Sigi.

Berdasarkan laporan 
masyarakat, bahwa lokasi 
tambang ilegal Dongi-dongi 
menggunakan bahan berba-
haya seperti merkuri yang 
membuat air sungai menuju 
Kabupaten Sigi tercemar.

“Saya sudah membuat 
tindakan yakni dengan me-
merintahkan Dinas Ling-
kungan Hidup setempat 

untuk segera melihat Sun-
gai Sopu. Sudah sampai 
mana pencemaran merkuri, 
kalau sudah diambang batas 
maka saya akan protes lebih 
dulu,” ucapnya.

Ia menuturkan pencema-
ran sungai akibat tambang 
ilegal di Dongi-dongi Ka-
bupaten Poso memberi-
kan dampak negatif untuk 
masyarakat di Sigi termasuk 
Kota Palu.

“Semua pasti tercemari 
dan berdampak kepada 
masyarakat yang berada di 
wilayah lembah termasuk 
Kota Palu karena pencema-
ran lingkungan mengguna-
kan merkuri dapat memicu 
terjadinya berbagai penyakit 
termasuk stunting,” sebut-
nya.

Menurut dia, pemerintah 
daerah segera berkoordi-
nasi dengan Gubernur Sul-

teng terkait tambang ilegal 
Dongi-dongi yang sudah 
mencemari lingkungan di 
Kabupaten Sigi.

“Camat Palolo segera buat 
laporan tertulis untuk nan-
tinya akan saya bawa ke ra-
pat bersama seluruh forum 
komunikasi pimpinan daer-
ah se Sulawesi Tengah untuk 
mengambil tindakan yang 
tepat terkait pencemaran 
tambang ilegal Dongi-dongi 
tersebut,” kata dia.

Berdasarkan data BBT-
NLL terdapat tujuh lokasi 
tambang emas ilegal di Ka-
wasan Taman Nasional Lore 
Lindu, baik di Kabupaten 
Sigi maupun Poso seperti 
Kintabaru 0,13 hektare, Ue-
loe 0,3 hektare, Sibowi 0,5 
hektare, Kangkuro 2,5 hek-
tare, Hanggira 2,6 hektare, 
Dongi-dongi 15 hektare dan 
Wanga 1,7 hektare. ANT

Dedi Askary

ANGGOTA DPRD Parigi Moutong, Ahmad Dg Mabela mene-
rima cenderamata dari pejabat Bapenda Kota Makassar pada 
Kunker konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan Pajak 
Reklame di kantor Bapenda Makassar, Selasa (13/1/2026). FOTO: 
HUMAS DPRD PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong terus 
mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Salah satu upaya yang dilakukan yakni 
melalui Kunjungan Kerja (Kunker) konsultasi dan 
koordinasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Kota Makassar, terkait pengelolaan Pajak Reklame, 
Selasa (13/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari 
pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran 
DPRD, sekaligus upaya memperkuat referensi 
kebijakan daerah dalam meningkatkan kinerja 
pendapatan. Rombongan DPRD Parigi Moutong di-
terima langsung oleh Kepala Bidang Pajak Reklame 
Bapenda Kota Makassar beserta jajaran.

Gubernur Anwar Hafi d Dorong Budidaya Ikan 
Tawar Jadi Andalan Ekonomi Kerakyatan

Perkuat Sinergi, 
Dankodaeral VI 

Makassar Kunjungi 
PT Vale IGP Morowali

GUBERNUR Anwar Ha� d mengunjungi komplek budidaya ikan Nila dan Sidat di Kampung Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Jumat (16/1/2026). 
FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA – Gu-
bernur Sulawesi Tengah, 
Anwar Hafi d terus menun-
jukkan komitmennya dalam 
memperkuat ekonomi ke-
rakyatan. Salah satunya 
melalui kunjungan ke kom-
plek budidaya ikan Nila dan 
Sidat di Kampung Mpanau, 
Kecamatan Sigi Biromaru, 
Jumat (16/1/2026).

Kunjungan tersebut seka-
ligus menjadi bagian dari 
penguatan program unggu-
lan Berani Tangkap Banyak, 
sebuah inisiatif strategis 
yang digagas Anwar Hafi d 
untuk mendorong keman-
dirian ekonomi masyarakat 
Sulawesi Tengah, tidak ha-
nya berbasis laut, tetapi juga 
sektor darat.

”Ini salah satu peluang 
besar untuk merealisasikan 
program Berani Tangkap 
Banyak jadi tidak hanya di 
laut tapi juga di darat,” kata 
Anwar.

Dewan Komisaris PT 
Pertamina Dorong 

Kesetaraan dan Pem-
berdayaan di Bitung

DEWAN Komisaris dan Komite PT Pertamina (Persero) meninjau pelaksanaan Program TJSL Komunitas Tuli 
Peduli Bitung (KALEB). FOTO: IST 

SULTENG RAYA – PT  
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi melakukan 
kunjungan bersama Dewan 
Komisaris dan Komite PT 
Pertamina (Persero) bersama 
jajaran manajemen dalam 
rangka meninjau langs-
ung pelaksanaan Program 
Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (TJSL) Komu-
nitas Tuli Peduli Bitung 
(KALEB), program binaan 
Integrated Terminal (IT) 
Bitung yang berfokus pada 
pemberdayaan penyandang 
disabilitas.

KUNJUNGAN Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) VI Makassar, Laksamana Muda 
TNI Andi Abdul Aziz, beserta jajaran di lokasi Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Rabu (14/1/2026). 
FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA – Ke-
berhasilan pembangunan 
ekonomi tidak dapat dipi-
sahkan dari kekuatan per-
tahanan yang solid. Sinergi 
keduanya adalah fondasi 
untuk menciptakan ekosis-
tem yang aman, stabil, dan 
berdaya saing. 

Menyadari hal tersebut, 
PT Vale menerima kunjun-
gan Komandan Koman-

do Daerah Angkatan Laut 
(Dankodaeral) VI Makassar, 
Laksamana Muda TNI Andi 
Abdul Aziz, beserta jajaran 
di lokasi Indonesia Growth 
Project (IGP) Morowali. 

Kunjungan ini sebagai 
wadah silaturahmi dan men-
jadi momentum strategis 
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SULTENG RAYA - Kepala Per-
wakilan BKKBN Provinsi Sulawesi 
Tengah, Tenny C. Soriton, S.E., M.M., 
didampingi oleh Sekretaris Perwa-
kilan, Irmawati SE, MM., Ketua Tim 
Kerja Umum  dan Pengelolaan BMN, 
Indriani, SE, serta Ketua Tim Kerja 
Hubungan Masyarakat dan Informa-
si Publik, Budiman Jaya, melaksana-
kan audiensi dengan Kepala Dinas 
P2KB/OPDKB Kota Palu yang baru, 
Ridwan Mustafa, S.Sos., M.Adm.KP. 
Pertemuan ini membahas penguatan 
pelaksanaan program Bangga Kenca-
na serta percepatan Quick Wins di 
Kota Palu. Palu, Rabu (14/1/2026). 

Dalam audiensi tersebut, Tenny 
menyampaikan bahwa BKKBN 

kini telah bertransformasi menjadi 
kementerian, sehingga diperlukan 
penguatan koordinasi dengan pe-
merintah daerah. Ia menilai capaian 
program Banggakencana di Kota 
Palu pada tahun sebelumnya sudah 
baik dan optimistis kinerja ke depan 
akan semakin meningkat, dengan 
harapan program unggulan seperti 
Gati, Sidaya, Genting, Tamasya, serta 
program lainnya dapat terus berlan-
jut dan dikembangkan.

Tenny juga menjelaskan rencana 
pelaksanaan Program Makan Bergizi 
(MBG) di Kota Palu yang berpotensi 
ditangani oleh Kemendukbangga/
BKKBN. Ia menegaskan bahwa menu 
MBG harus disesuaikan dengan sas-

aran, dimana kebutuhan gizi bayi, 
balita, dan ibu hamil berbeda.

“Selain itu, pentingnya validasi 
data ibu hamil dan balita dalam da-
tabase SPPG dan pemutakhiran data 
Tim Pendamping Keluarga (TPK) 
secara berkala,” kata Tenny.

Sementara itu, Kepala Dinas OP-
DKB Kota Palu, Ridwan Mustafa, 
menyampaikan apresiasi dan komit-
men untuk memperkuat koordinasi 
dan kolaborasi lintas sektor guna me-
ningkatkan capaian program. Ia juga 
menyampaikan keterbatasan tenaga 
bidan yang akan dibahas lebih lanjut, 
serta menegaskan kesiapan dinas 
dalam mendukung pelaksanaan pro-
gram Banggakencana di Kota Palu. AMR

SULTENG RAYA –  Pemerintah 
Kecamatan Palolo bersama Badan 
Musyarawarah Antar Gereja (BAMAG) 
melaksanakan Ibadah Perayaan Natal 
dan Syukur Tahun Baru 2026, bertem-
pat di Gereja Pantekosta Tabernakel 
(GPT) Petra, Desa Bunga, Kabupaten 
Sigi, Rabu (14/1/2026) malam. Rang-
kaian acara tersebut juga dilaksanakan 
Penyalaan Lilin Moderasi sebagai 
wujud dan komitmen dalam menjaga 
keberagaman serta toleransi beragama 
di wilayah tersebut.

“Karena kita tahu keberagaman 
adalah pemersatu kita di Kecamatan 
Palolo, dan saya berharap ini dapat 
terus terjaga. Walaupun kita berbeda 
namun kita semua adalah keluarga,”-
demikian diungkapkan Camat Palolo, 
Moh.Syukur, dalam sambutannya, usai 
prosesi penyalaan lilin moderasi.

Camat menyampaikan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada pengurus 
BAMAG dan seluruh masyarakat, 
khususnya Desa Bunga, serta seluruh 
panitia yang telah mengambil bagian, 
sehingga pelaksanaan perayaan natal 
dan syukur tahun baru dapat terlaksa-
na dengan penuh hikmat dan berjalan 
lancar dan aman.

“Ini merupakan silaturahmi yang 
terus kita laksanakan dan diharapkan 

dapat terus terlaksana dengan baik, dan 
ini semua berkat kerja sama seluruh 
pihak baik TNI, Polri, pemerintah serta 
seluruh elemen masyarakat dari berba-
gai lintas agama,”jelasnya.   

Dia juga tak lupa mengimbau kepada 
masyarakat agar senantiasa menjaga 
keharmonisan dalam beragama, demi 
mewujudkan kedamaian di wilayah 
Kabupaten Sigi, khususnya di wilayah 
Palolo.

Sementara, Bupati Sigi, Mohamad 
Rizal Intjenae yang diwakili Kadis Ko-
perasi dan UKM, Rolly menyampaikan 
perayaan yang dilaksanakan antara 
pemerintah kecamatan dan BAMAG 
ini adalah simbol nyata dari sinergitas.

“Saya sangat mengapresiasi keru-
kunan beragama yang terjaga selama 
ini di Kecamatan Palolo. keharmonisan 
antar umat beragama dan pemer-
intah adalah pondasi utama dalam 
membangun Sigi daerah yang kita 
cintai,”ujarnya.

Dia melanjutkan, bahwa di 2026 
ini, tantangan kedepan tentu tidak 
semakin mudah, namun dengan se-
mangat pembaharuan dan optimisme, 
dia mengajak semua pihak untuk 
meningkatkan etos kerja, menjaga to-
leransi serta mendukung program pe-
merintah. Ketua BAMAG Kecamatan 

Palolo, Alex Katiandago dalam lapo-
rannya mengungkapkan, sedianya 
Perayaan Natal Kecamatan Palolo ini 
dilaksanakan di akhir Desember 2025, 
karena mengingat kesibukan warga 
yang beragama Kristen yang mera-
yakan natal, maka perayaan ini baru 
dapat dilaksanakan di pertengahan 
Januari 2026, sekaligus merayakan 
syukur Tahun Baru.

“Namun tertundanya Perayaan Natal 
ini, tentunya tidak mengurangi rasa 
hikmat dan kesyukuran kita dalam 
mengikuti ibadah saat ini,”ucapnya. 

Dia menambahkan, untuk jumlah 
undangan jemaat yang hadir dari de-
nominasi gereja se-Kecamatan Palolo 
dalam Perayaan Natal dan Syukur 
Tahun Baru itu, diperkirakan mencapai 
500an orang. 

BAMAG merupakan organisasi yang 
berfungsi sebagai wadah pemersatu, 
koordinasi, dan pembinaan hubungan 
kerja sama antar gereja, berperan men-
jaga kerukunan, serta menjadi jembatan 
komunikasi dengan pemerintah dan 
masyarakat. 

BAMAG mewakili berbagai denomi-
nasi gereja untuk menyatukan aspirasi, 
menyelesaikan masalah, dan mendu-
kung program pembangunan, terma-
suk kegiatan sosial dan keagamaan. AMR

KEPALA Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton,saat audiensi dengan Kepala Dinas P2KB/OPDKB 
Kota Palu yang baru, Ridwan Mustafa, Rabu (14/1/2026). FOTO: HUMAS KEMENDUKBANGGA/BKKBN

Audiensi Dengan 
Kadis P2KB Palu, 
Tenny Bahas MBG 3B 

Camat Berharap Keberagaman 
di Palolo Terus Terjaga

SULTENG RAYA - Jajaran Satu-
an Lalu Lintas (Satlantas) Polresta 
Palu hadir menyapa para pelajar, 
membawa pesan bahwa jalan raya 
bukan sekadar lintasan, melainkan 
ruang yang menuntut kesadaran 
dan tanggung jawab. Edukasi ter-
tib berlalu lintas itu itu menyasar 
siswa SMA Negeri 4 Palu, Rabu 
(14/1/2026).

Kegiatan Police Goes To School, 
Unit Keamanan dan Keselamatan 
Satlantas Polresta Palu memberikan 
edukasi langsung kepada siswa 
dan siswi di sekolah tersebut, yang 
disampaikan personel Satlantas 
yang dipimpin oleh Kasat Lantas 
Polresta Palu, AKP Atmaji Sugeng 
Wibowo.

Suasana berlangsung hangat dan 
interaktif. Para pelajar diajak me-
mahami arti penting tertib berlalu 
lintas, mengenali rambu-rambu, 
serta menyadari batas kelayakan 
dalam mengendarai sepeda motor 
di jalan umum.

Dengan bantuan perangkat se-
derhana seperti pengeras suara, 
laptop, dan proyektor, materi 
disampaikan secara komunikatif 
agar mudah dipahami oleh para sis-
wa. Tak hanya sekadar membahas 
aturan, para personel Satlantas juga 
menanamkan kesadaran bahwa 
keselamatan adalah pilihan yang 
harus diambil setiap hari. 

Para siswa diingatkan agar tidak 
mengendarai sepeda motor ke 
sekolah bagi yang belum memiliki 
SIM serta selalu menggunakan 
helm, termasuk saat dibonceng. 
Pesan ini bukan sekadar him-
bauan formal, tetapi panggilan 
nurani untuk menjaga satu sama 
lain di jalan.

Kasat Lantas menyatakan ke-
giatan ini merupakan upaya pre-
ventif untuk menekan angka pe-
langgaran dan kecelakaan lalu 
lintas, khususnya yang melibatkan 
pelajar. Edukasi sejak dini dinilai 
sebagai langkah strategis untuk 
membangun budaya tertib berlalu 
lintas yang berkelanjutan di Kota 
Palu. Menurutnya, pelajar bukan 
hanya pengguna jalan hari ini, teta-
pi juga penentu wajah lalu lintas di 
masa depan. 

“Dengan pemahaman yang baik, 
mereka diharapkan mampu men-
jadi pelopor keselamatan berlalu 
lintas di lingkungan sekolah, ke-
luarga, dan masyarakat,” jelasnya.

Penyerahan helm keselamatan 
secara simbolis, sebuah penanda 
bahwa keselamatan bukan sekadar 
wacana, melainkan komitmen bers-
ama yang harus dijaga. Di ruangan 
itulah, benih-benih kesadaran 
berlalu lintas disemai, demi Palu 
yang lebih aman dan beradab di 
jalan raya. AMR

SULTENG RAYA – Sa-
tuan Binmas (Sat Binmas) 
Polres Tojo Una-una me-
laksanakan kunjungan koor-
dinasi ke SDN 1 Ratolindo, 
Kamis (15/1/2026)pagi. 
Kunjungan ini bertujuan 
memperkuat sinergi antara 
kepolisian dan institusi pen-
didikan, khususnya dalam 
pembentukan karakter sis-
wa dan pengawasan pro-
gram nasional.

Kasat Binmas, AKP Agus 
Habibie, yang memimpin 
langsung kegiatan tersebut, 
menjelaskan bahwa agenda 
utama kedatangan personel-
nya adalah untuk menginisi-
asi pembentukan Polisi Cilik 
(Pocil) di sekolah tersebut.

“Kami telah berkoordinasi 
dengan Kepala Sekolah SDN 
1 Ratolindo untuk memben-

tuk Polisi Cilik. Nantinya, 
para siswa ini akan dibina 
langsung oleh Sat Binmas 
untuk menanamkan ke-
disiplinan sejak dini serta 
memberikan pemahaman 
dasar mengenai aturan lalu 
lintas dan kemandirian,”ujar 
Agus.

Selain fokus pada pem-
binaan karakter, Agus juga 
memberikan perhatian seri-
us terhadap aspek kesehatan 
siswa. Ia bersama jajaran-
nya melakukan pengecekan 
langsung terhadap proses 
penyaluran Makan Bergizi 
Gratis (MBG) yang menjadi 
hak para pelajar.

“Kami ingin memastikan 
bahwa penyaluran Makan 
Bergizi Gratis ini berjalan 
lancar dan tepat sasaran. 
Gizi yang baik adalah fon-

dasi utama bagi anak-anak 
agar dapat menyerap pela-
jaran dengan maksimal di 
sekolah,”tambahnya.

Kegiatan sambang ini 
disambut hangat oleh Ke-
pala SDN 1 Ratolindo, Ibu 
Mufidah Latinapa, S.Pd. 
Pihak sekolah menyatakan 
dukungan penuh atas renca-
na pembentukan Polisi Cilik 
dan mengapresiasi perhati-
an Polres Touna terhadap 
kualitas gizi para siswa.

Turut mendampingi Kasat 
Binmas dalam kegiatan ter-
sebut antara lain Ps. Kbo 
Binmas Aiptu Sempo, Ps. 
Kanit Binkamsa Aiptu H. 
Abdullah, Ps. Kanit Bintib-
sos Aipda Ade Saiful, Kaur 
Mintu Aipda Naek Sihotang, 
dan Ps. Kanit Binpolmas 
Bripka Zulkifli M. AMR

CAMAT Palolo,Moh.Syukur,saat menerima lilin moderasi dari pihak Binmas Kristen Kemenag Sigi, usai ibadah perayaan Natal 
dan Syukur Tahun Baru yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Palolo dan BAMAG, bertempat di GPT Petra Desa Bunga, 
Kabupaten Sigi, Rabu (14/1/2026). FOTO: AMAR SAKTI

PERSONEL Satlantas Polresta Palu menyerahkan helem kepada perwakilan 
siswa SMAN 4 Palu, usai mengikuti edukasi keselamatan berlalu lintas, Rabu 
(14/1/2026). FOTO: SATLANTAS POLRESTA PALU 

Siswa SMAN 4 Palu 
Diedukasi Keselamatan 

Berlalu Lintas

KASAT Binmas, AKP Agus Habibie bersama sejumlah personel, saat menyambangi pihak SDN 1 
Ratolindo, guna memperkuat sinergi dan pembentukan karakter murid di sekolah tersebut, Kamis 
(15/1/2026). FOTO: SATBINMAS POLRES TOUNA  

Sat Binmas Touna Perkuat 
Disiplin Siswa SDN 1 Ratolindo

NYALAKAN LILIN MODERASI
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Kehadiran model terbaru 
ini menjadi bagian dari ko-
mitmen Honda dalam mem-
perkuat segmen skutik 125 
cc yang dikenal praktis, 
efisien, dan fleksibel untuk 
berbagai kebutuhan. 

All New Honda Vario 
125 tidak hanya menyasar 
generasi muda, tetapi juga 
konsumen lintas usia yang 
menginginkan sepeda mo-
tor harian yang nyaman 
digunakan, mudah diken-
dalikan, serta tetap tampil 
gagah untuk beragam akti-
vitas mulai dari bekerja, be-
raktivitas bersama keluarga, 
hingga mobilitas perkotaan. 

All New Honda Vario 125 
tampil dengan penyegaran 
desain yang semakin sporty 
dan modern, serta didukung 
fitur fungsional untuk peng-
gunaan harian. Fleksibilitas 
berkendara juga diperkuat 
melalui pilihan varian CBS, 
CBS-ISS, dan Street, sehing-
ga konsumen dapat memilih 
sesuai karakter, kebutuhan, 
dan preferensi gaya berken-
dara masing-masing. 

Varian Street hadir untuk 

konsumen yang mengingin-
kan tampilan lebih ekspresif 
dan urban, sementara CBS 
dan CBS-ISS tetap menjadi 
pilihan yang praktis dan 
nyaman untuk penggunaan 
sehari-hari. 

Tommy Soemitro selaku 
General Manager Anugerah 
Perdana, menyampaikan 
bahwa kehadiran All New 
Honda Vario 125 merupa-
kan jawaban atas kebutuhan 
konsumen yang semakin be-
ragam di Sulawesi Tengah. 

“All New Honda Vario 
125 kami hadirkan untuk 
menyesuaikan kebutuhan 
gaya hidup masyarakat 
yang terus berkembang. 
Motor ini nyaman diguna-
kan siapa saja, dari berbagai 
usia, namun tetap tampil 
gagah dan modern melalui 
pilihan varian CBS, CBS-ISS, 
dan Street. 

Segmen anak muda tetap 
menjadi perhatian penting 
kami, karena merupakan 
salah satu basis konsumen 
terbesar di Sulawesi Tengah. 
Kami percaya ini saatnya 
konsumen naik kelas bers-

MANAJEMEN Honda saat merilis All New Honda Vario 125. FOTO: DOK HONDA SULTENG

All New Honda Vario 125 
Resmi Hadir di Sulteng

SULTENG RAYA – Anugerah Perdana 
selaku Main Dealer sepeda motor dan suku 
cadang Honda di Sulawesi Tengah (Sulteng), 
resmi menghadirkan All New Honda Va-
rio 125, skutik sporty terbaru dari PT Astra 
Honda Motor (AHM) yang dirancang untuk 
menjawab kebutuhan mobilitas masyara-
kat dengan gaya hidup aktif, dinamis, dan 
mengutamakan kenyamanan serta tampilan 
modern dalam aktivitas sehari-hari.

ama Vario terbaru All New 
Vario 125, time to step up,” 
ujar Tommy. 

Melalui kehadiran All 
New Honda Vario 125, Hon-
da Sulteng menegaskan ko-

mitmennya untuk mengha-
dirkan produk yang relevan 
dengan kebutuhan pasar 
daerah, didukung jaringan 
dealer dan layanan purna 
jual yang luas, serta keter-

sediaan suku cadang resmi 
Honda di seluruh wilayah 
Sulawesi Tengah. 

Informasi pemesanan dan 
program promo, dapat di-
peroleh di dealer Honda 

terdekat maupun melalui 
aplikasi Motoroyaku yang 
tersedia di Android dan iOS. 

Sebagai informasi, harga 
On The Road (OTR) All New 
Honda Vario 125 di Sulawesi 

Tengah dipasarkan mulai 
Tipe CBS Rp25.729.000, CBS-
ISS Rp27.528.000, dan Street 
Rp28.025.000 (syarat dan 
ketentuan berlaku sesuai 
wilayah).*/YAN

SULTENG RAYA - Komit-
men Polsek Parigi, Polres Pa-
rigi Moutong dalam menin-
dak tegas pelaku kejahatan 
kembali dibuktikan. Seorang 
pria berinisial MR (23), bersta-
tus mahasiswa asal Kota Palu, 
resmi dibekuk dan ditahan 
setelah terbukti melakukan 
pencurian handphone (HP) 
yang meresahkan warga.

Penangkapan dilakukan 
setelah penyidik menggelar 
perkara dan memastikan 
terpenuhinya alat bukti yang 
sah. Pada Kamis (8/1/2026), 
MR ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus pen-
curian satu unit handphone 
merek Vivo Y16 warna gold.

Peristiwa tersebut, terjadi 
pada Jumat, 19 Desember 
2025, sekira pukul 11.00 Wita, 
di Kios Fitri, Jalan Trans Su-
lawesi, Desa Boyantongo, 
Kecamatan Parigi Selatan, 
Kabupaten Parigi Moutong. 
Aksi pencurian yang dila-
kukan di siang hari itu tidak 
hanya merugikan korban, 
tetapi juga memicu keresahan 
masyarakat sekitar.

Usai penetapan tersangka, 
polisi bergerak cepat dengan 

melakukan penangkapan dan 
penahanan terhadap MR. 
Saat ini, tersangka mendekam 
di Rumah Tahanan Polsek Pa-
rigi selama 20 hari, terhitung 
sejak tanggal 9-28 Januari 
2026, guna kepentingan pen-
yidikan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Parigi 
Moutong, Iptu Arbit, mene-
gaskan bahwa penanganan 
perkara tersebut merupakan 
wujud keseriusan Polri dalam 
memberikan rasa aman kepa-
da masyarakat.

“Kami memastikan setiap 
laporan masyarakat ditinda-

PELAKU pencurian HP saat diamankan di Polsek Parigi. FOTO: DOK POLSEK PARIGI

Curi HP, Mahasiswa Asal Palu 
Ditangkap Polisi di Parigi

klanjuti secara profesional 
dan transparan. Tidak ada 
toleransi bagi pelaku keja-
hatan, siapa pun itu,” tegas 
Iptu Arbit.

Ia juga mengimbau masy-
arakat untuk tetap waspada 
dan tidak ragu melaporkan 
setiap tindak pidana yang 
terjadi di lingkungan sekitar.

“Peran aktif masyarakat 
sangat penting dalam men-
jaga kamtibmas. Laporkan 
segera jika melihat atau 
mengalami tindak krimi-
nal,” tambahnya. Dari hasil 
pemeriksaan awal, tersangka 
dinyatakan dalam kondisi 
sehat jasmani dan rohani saat 
dimasukkan ke ruang taha-
nan. Atas perbuatannya, MR 
dijerat Pasal 476 Undang-Un-
dang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
KUHP, dengan ancaman pi-
dana sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku.

Langkah tegas ini menja-
di peringatan keras bahwa 
Polres Parigi Moutong ti-
dak akan memberi ruang 
bagi pelaku kejahatan yang 
mengganggu keamanan dan 
ketertiban masyarakat.*/YAT

SULTENG RAYA - Polsek 
Batui Polres Banggai me-
nangkap seorang Ibu Rumah 
Tangga (IRT) berinisial IR 
(34) warga Desa Nonong, Ke-
camatan Batui yang diduga 
telah menjadi penadah atau 
penampung barang hasil 
curian elektronik pada Kamis 
(8/1/2026) pukul 13.30 Wita. 

Kapolsek Batui, Iptu Te-
guh Priya Adjisaka men-

gatakan, pengungkapan ini 
berdasarkan laporan warga 
yang menjadi korban pen-
curian elektronik berupa 7 
buah HP, sebuah Lapotop,1 
tas ransel dan uang Rp230 
ribu pada Kamis pagi. "Kor-
bannya adalah para pelajar 
SMK asal Kecamatan Toili 
Barat yang sementara PKL 
di Pertamina EP," ujarnya. 

"Saat itu mereka sedang 

S U L T E N G  R A Y A  - 
Dalam rangka memperkuat 
koordinasi pelaksanaan tu-
gas kewilayahan, Panglima 
Komando Daerah Militer 
(Pangdam) XXIII/Palaka 
Wira (PW), Mayjen TNI 
Jonathan Binsar Parluhutan 
Sianipar menerima kunjun-
gan silaturahmi Komandan 
Komando Daerah Ang-
katan Laut (Dankodaeral) 
VI Laksamana Muda TNI 
Andi Abdul Aziz, di ru-
ang kerja Pangdam XXIII/
Palaka Wira, Kota Palu, 
Senin(12/1/2026).

Pertemuan itu berlangs-
ung dalam suasana hangat 
dan penuh keakraban, mem-
bahas berbagai hal strategis 
terkait penguatan kerja sama 
dan sinergi antar matra TNI, 
khususnya dalam mendu-
kung pelaksanaan tugas 
kewilayahan di wilayah 
Sulawesi Tengah dan Sula-
wesi Barat.

Pangdam XXIII/Palaka 
Wira menyampaikan pen-
tingnya soliditas dan ko-

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Par-
luhutan Sianipar beserta jajaran (kiri), saat berbincang bersama 
Dankodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz beserta 
jajaran, di ruang kerja Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kota Palu, Se-
nin(12/1/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Kodam XXIII/PW dan Kodaeral VI 
Perkuat Koordinasi Tugas Kewilayahan

munikasi yang intens antara 
TNI Angkatan Darat dan 
TNI Angkatan Laut guna 
menghadapi dinamika tan-
tangan tugas ke depan, baik 
dalam aspek pertahanan, 
keamanan wilayah, maupun 
pembinaan teritorial.

Sementara, Dankodaeral 
VI menegaskan komitmen 
TNI Angkatan Laut untuk 
terus memperkuat koordi-
nasi dan kolaborasi lintas 

matra dalam rangka menja-
ga stabilitas keamanan wila-
yah serta mendukung tugas 
pokok TNI secara terpadu.

Melalui kegiatan silatu-
rahmi ini, diharapkan siner-
gi yang telah terjalin dengan 
baik antara Kodam XXIII/
Palaka Wira dan Kodaeral 
VI dapat semakin solid, 
efektif, dan berkelanjutan 
demi kepentingan bangsa 
dan negara.*/YAT

APARAT Polsek Batui saat mengamankan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) be-
rinisial IR (34) warga Desa Nonong, Kecamatan Batui yang diduga telah menjadi 
penadah atau penampung barang hasil curian elektronik pada Kamis (8/1/2026). 
FOTO: DOK POLSEK BATUI

Polsek Batui Tangkap IRT 
Diduga Penadah Barang Curian

tidur dan ketika bangun para 
korban kaget bahwa barang 
elektronik dan barang lain-
nya telah hilang," sambung 
Teguh. 

Atas kejadian itu, Kapolsek 
Batui memerintahkan perso-
nelnya untuk melakunkan 
penyelidikan atas kasus ter-
sebut guna pengungkapan 
pelakunya. 

Lebih lanjut ia menjelas-
kan, dari hasil penyelidikan 
yang dilakukan polisi me-
nemukan IR dan mengaku 
bahwa tiga hari yang lalu 
telah membeli 1 unit HP 
merk Infinix smart 6 warna 
hitam dari pelaku pencurian 
sebesar Rp50 ribu. “Untuk 
pelaku utamanya kami ma-
sih melakukan pengejaran. 
Kita sudah kantongi nama 
dan ciri-cirinya,” jelasnya.

“Adapun Seorang IRT saat 
ini masih dalam pemeriksaan 
oleh petugas Reskrim Polsek 
Batui,” tambahnya.*/YAT
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“Kolaborasi dengan GCL 
merupakan langkah strate-
gis Pertamina NRE untuk 
mempercepat pengemban-
gan energi bersih di Indone-
sia,” kata John Anis, Selasa 
(13/1/2026). Ia menjelaskan, 
kemitraan ini membuka 
peluang proyek pembang-
kit listrik tenaga sampah, 
energi baru dan terbarukan, 
serta pembangkit listrik 
berbasis gas sebagai bagi-
an dari upaya penurunan 
emisi dan penguatan ke-
tahanan energi. John Anis 
menambahkan, kemitraan 
ini menjadi fondasi pem-

bentukan ekosistem energi 
bersih yang berkelanjutan. 
“Kami melihat potensi besar 
untuk mengombinasikan 
pengalaman global GCL 
dengan kapabilitas dan pe-
mahaman lokal Pertamina 
dalam menghadirkan solusi 
energi yang berkelanjutan 
dan kompetitif,” ujar John 
Anis. Chairman of the Board 
GCL Intelligent Energy 
(Suzhou) Co., Ltd. Fei Zhi 
menyampaikan, Indonesia 
dipandang sebagai pasar 
strategis dalam pengem-
bangan energi bersih global.

“Kami melihat Indonesia 

PNRE menggandeng perusahaan China untuk mengembangkan proyek transisi energi. FOTO: PERTAMINA

Pertamina NRE 
Gandeng Perusahaan 
China Garap Proyek 

Transisi Energi

SULTENG RAYA - Pertamina New & Re-
newable Energy (Pertamina NRE) menggan-
deng perusahaan energi bersih asal China, 
GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd., 
untuk mengembangkan proyek transisi ener-
gi di Indonesia. CEO Pertamina NRE John 
Anis mengatakan, kolaborasi tersebut menja-
di langkah strategis untuk mempercepat pen-
gembangan energi bersih di dalam negeri.

sebagai salah satu pasar stra-
tegis dalam pengembangan 
energi bersih global,” kata 
Fei Zhi. Dia menambahkan, 
GCL siap memanfaatkan 
momentum percepatan 
transisi energi di Indonesia 
melalui kerja sama dengan 
Pertamina NRE, khususnya 
di sektor pembangkit listrik 
tenaga sampah, integrasi fo-
tovoltaik, dan penyimpanan 
energi.

Usai penandatanganan 
nota kesepahaman, delegasi 
Pertamina NRE meninjau 
fasilitas pembangkit lis-
trik waste to energy milik 
GCL di Suzhou. Kunjungan 
tersebut difokuskan pada 
penerapan teknologi, sistem 
pengelolaan lingkungan, 
serta praktik operasi dan 
manajemen proyek.

“Pertamina NRE optimis-
tis kerja sama ini akan men-
dorong inovasi teknologi 
dan pengembangan model 
bisnis energi bersih yang 
dapat diimplementasikan 
di Indonesia,” kata John 
Anis.RPB

FOTO: IST

Pembunuh Konsultan Proyek di Subang Ditangkap
SULTENG RAYA - Pol-

res Subang menangkap se-
orang pelaku dalam pen-
gungkapan kasus tindak 
pidana pembunuhan di area 
perkebunan Desa Wantilan, 
Kecamatan Cipeundeuy, 
Kabupaten Subang, Jawa 
Barat. Penangkapan ini men-
gungkapkan tabir misteri 
pembunuhan sadis terhadap 
Hengky Rumba (66 tahun), 
seorang konsultan proyek.

Kapolres Subang AKBP 
Doni Eko Wicaksono, men-
gungkapkan pelaku adalah 
seorang pria berinisial NW 
(33), warga Kampung Ci-
beureum, Desa Wantilan. 
NW, yang sehari-hari bekerja 
mencari biawak, ditangkap 
di kediamannya tanpa per-
lawanan. "Pelaku berinisial 
NW ditangkap tanpa perla-
wanan pada Sabtu malam 
(10/1/2026) di Dusun Ci-
beureum, Desa Wantilan, 
Kecamatan Cipeundeuy," 
kata Kapolres Subang AKBP 
Dony Eko Wicaksono, saat 
ekspos pengungkapan kasus 
di Mapolres Subang, Senin.

Ia menyampaikan, pe-
ristiwa pembunuhan ter-
jadi pada Sabtu, 3 Januari 
2026  sekitar pukul 03.30 
WIB di Perkebunan Blok 6 
Kampung Pasirjadi 2, Desa 
Wantilan, Kecamatan Ci-

peundeuy, Subang. Setelah 
melakukan penyelidikan 
selama sekitar sepekan, jaja-
ran Satreskrim Polres Subang 
berhasil mengidentifikasi 
pelaku, dan pelaku berinisial 
NW ditangkap sepekan sete-
lah melakukan aksi pembu-
nuhan. Dalam penangkapan 
itu, polisi menyita sejumlah 
barang bukti seperti satu unit 
sepeda motor Honda Beat 
warna hitam milik pelaku, 
serta satu unit sepeda motor 
Honda Scoopy warna putih 
milik korban. 

Barang bukti lain yang 
disita adalah pakaian milik 
pelaku, satu pasang sepatu 
milik korban, satu buah ja-
ket jeans milik korban, satu 
buah celana milik korban, 

satu buah baju milik korban 
serta satu unit handphone 
milik pelaku.

Untuk senjata tajam jenis 
golok, tas, dan handphone 
milik korban masih dalam 
pencarian. Atas perbuatan-
nya, kini pelaku ditahan di 
rumah tahanan Mapolres 
Subang. 

Pelaku dijerat pasal 458 
KUHP tentang Tindak Pi-
dana Pembunuhan, dengan 
ancaman pidana penjara 
paling lama 20 tahun.

KRONOLOGI PEMBU-
NUHAN SADIS

Pengungkapkan kasus 
pembunuhan di kawasan 
Wantilan ini terungkap sete-
lah tim Resmob Jatanras 

Satreskrim Polres Subang 
bekerja sama dengan Subdit 
Jatanras Ditreskrimum Polda 
Jawa Barat. Berdasarkan pe-
meriksaan polisi, motif uta-
ma pelaku adalah sakit hati. 

Dia menjelaskan, kejadian 
bermula saat korban me-
minta NW menjemputnya 
di Gerbang Tol Kalijati se-
pulang mudik dari Klaten, 
Jawa Tengah. “Pelaku sem-
pat menolak karena kondisi 
cuaca sedang hujan. Hal ini 
memicu kemarahan korban 
hingga terjadi cekcok melalui 
sambungan telepon. Pela-
ku yang tersulut emosinya 
kemudian memutuskan 
berangkat namun sempat 
pulang kembali ke rumah 
untuk mengambil sebilah 
golok,” ujar Kasat Reskrim 
Polres Subang AKP Bagus 
Panuntun. Saat di perjalanan 
setelah menjemput, cekcok 

kembali terjadi. Setibanya 
di lokasi kejadian (TKP), 
pelaku menghentikan mo-
tornya dengan dalih ingin 
buang air kecil. Saat korban 
lengah, pelaku menyerang 
korban dari belakang dan 
membacoknya berkali-kali di 
bagian kepala, wajah, leher, 
dan tangan hingga korban 
tewas di tempat. Pelaku 
kemudian menyeret jasad 
korban ke area perkebunan 
untuk menyembunyikan 
perbuatannya.

AKP Bagus Panuntun me-
negaskan Polres Subang 
berkomitmen untuk me-
nindak tegas segala bentuk 
kejahatan yang meresahkan 
masyarakat. “Tidak ada ru-
ang bagi pelaku kejahatan 
di wilayah hukum Polres 
Subang. Kami akan bertin-
dak cepat, tegas, dan teru-
kur,” ucap dia.RPB

SULTENG RAYA - Pe-
merintah menyiapkan dana 
sekitar Rp 6 miliar untuk 
menjaga keberlanjutan in-
dustri padat karya agar 
tetap kompetitif dan mampu 
menyerap hingga 7 juta te-
naga kerja di tengah tekanan 
ekonomi global.

Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian Air-
langga Hartarto menegas-
kan sektor industri yang 
menyerap banyak tenaga 
kerja tidak boleh ditinggal-
kan, meski arah pemban-
gunan ekonomi nasional 
mulai bergeser ke industri 
berbasis modal dan tekno-
logi.

 “Bapak Presiden terus 
mengingatkan bahwa yang 
labor intensive base harus 
tetap dijaga. Jadi kita jangan 
hanya lari ke yang capital 
base,” kata Airlangga saat 
memberi sambutan dalam 
Food and Security Summit 
di Menara Kadin Jakarta, 
Selasa (13/1/2026).

Ia menyampaikan, peme-
rintah telah menyiapkan 
dukungan anggaran untuk 
menjaga daya saing tekno-
logi dan keberlanjutan inve-
stasi di sektor padat karya, 
terutama industri tekstil dan 
produk tekstil. “Pemerintah 
akan menyiapkan dana se-
kitar Rp 6 miliar itu untuk 
menjaga agar teknologinya 
tetap bersaing dan invest-
ment-nya tetap berjalan,” 
ujarnya.

Menurut Airlangga, in-
dustri tekstil masih memiliki 
prospek besar karena mam-
pu menyerap tenaga kerja 
dalam jumlah besar dan 
permintaan global yang re-
latif stabil. “Karena itu mau 
mempekerjakan 5 juta tena-
ga kerja yang tetap punya 
potensi naik sampai 7 juta 
tenaga kerja,” katanya.

Selain industri padat 
karya, pemerintah juga 
memberi perhatian besar 
pada pengembangan indus-
tri masa depan berbasis digi-
tal. Airlangga menyebut ni-
lai ekonomi digital Indone-
sia diperkirakan mencapai 
125 miliar dolar AS pada 
2025, dengan kontribusi 
sekitar 40 persen dari total 
ekonomi digital ASEAN.

“Indonesia ini salah satu 
negara digital yang mar-
ket-nya besar sampai den-
gan 125 miliar dolar AS di 
tahun 2025,” ujarnya.

Untuk memperkuat st-
ruktur industri nasional, 
pemerintah juga mendorong 
pengembangan ekosistem 
semikonduktor. Airlangga 
mengatakan Indonesia ten-
gah menjajaki kerja sama 
dengan Inggris untuk mem-
bangun industri semikon-
duktor yang berorientasi 
jangka panjang.

“Pemerintah kemarin su-
dah setuju kita akan men-
gembangkan ekosistem un-
tuk semikonduktor,” kata 
Airlangga.

Ia menjelaskan, semikon-
duktor merupakan industri 
strategis karena digunakan 
di berbagai sektor, mulai 
dari elektronik, otomotif, in-
ternet of things, hingga pus-
at data. “Semikonduktor itu 
sangat strategis,” ujarnya.

Airlangga menilai pen-
guatan industri berbasis 
inovasi, termasuk semi-
konduktor, menjadi kunci 
agar Indonesia dapat ke-
luar dari jebakan negara 
berpendapatan menengah 
(middle income trap). “In-
ilah yang membedakan Je-
pang, Korea, dan berbagai 
negara lain yang mau lepas 
dari middle income trap,” 
katanya.

Dengan menjaga keseim-
bangan antara industri 
padat karya dan industri 
masa depan, pemerintah 
menargetkan pertumbuhan 
ekonomi yang tetap inklusif 
sekaligus berdaya saing di 
tingkat global.

TANTANGAN EKO-
NOMI 2026

Ekonom Universitas Ne-
geri Gorontalo (UNG) Muh 
Amier Arham mengingat-
kan tentang tantangan eko-
nomi 2026 yang berpotensi 
tidak sepenuhnya cerah. 
Menurut Amier, stagnasi 
pertumbuhan, naiknya ke-
rentanan pasar tenaga kerja, 
hingga ancaman tekanan 
fi skal menandai perjalanan 
tahun fi skal 2026.

Sepanjang tahun 2025, 
pertumbuhan ekonomi na-
sional tertahan di level se-
kitar lima persen, masih 
jauh dari target Rencana 
Pembangunan Jangka Me-
nengah Nasional (RPJMN) 
yang menargetkan delapan 
persen pada 2029.

Guncangan ekonomi 
makin terasa ketika banjir 
bandang menerjang Aceh, 

FOTO: IST

JAGA SERAPAN TENAGA KERJA

Pemerintah Alokasikan Rp6 Miliar 
untuk Industri Padat Karya

Sumatera Utara dan Suma-
tera Barat di akhir 2025 den-
gan kerugian diperkirakan 
mencapai Rp 59 triliun.

“Tanpa percepatan per-
tumbuhan, penyerapan te-
naga kerja akan tertinggal 
jauh di belakang laju pencari 
kerja baru,” katanya.

Ia mengingatkan setiap 
tahun terdapat sekitar 3,5 
juta orang masuk ke pasar 
tenaga kerja. Namun elas-
tisitas ekonomi Indonesia 
hanya mampu menyerap 
200 ribu pekerja untuk setiap 
satu persen pertumbuhan 
ekonomi, sebuah jarak st-
ruktural yang menurutnya 
semakin menganga. Pada 
saat bersamaan, fenome-
na pemutusan hubungan 
kerja (PHK) meningkat 
tajam, dengan data Satu 
Data Kementerian Tenaga 
Kerja mencatat 79.302 PHK 
sepanjang Januari hing-
ga November 2025. Amier 
menilai penurunan angka 
pengangguran yang dirilis 
Badan Pusat Statistik (BPS) 
patut dilihat lebih hati-hati. 
Mayoritas masyarakat be-
kerja di sektor informal yang 
tidak menyediakan jaminan 
pendapatan layak maupun 
perlindungan sosial.

Sebanyak 57,8 persen 
pekerja berada di sektor 
informal, sementara 47,89 
juta pekerja dikategorikan 
tidak penuh. Bahkan lulusan 
Sekolah Menengah Atas 
(SMA) menjadi kelompok 
terbesar penganggur terdi-
dik, mencapai 30,74 persen.

“Saat mismatch keteram-
pilan dan peluang terus 
melebar, daya saing tenaga 
kerja tergerus,” katanya.

Ia juga menyoroti Gig 
Economy dari sektor digital 
berbasis aplikasi yang kini 
menyerap banyak pekerja. 
Meski ekonomi kreatif tum-
buh cepat, namun potensi 
eksploitasi terselubung se-
perti pendapatan tidak pasti, 
ketiadaan perlindungan ke-
sehatan dan jam kerja yang 
melampaui batas normal.

Dari sisi struktur eko-
nomi, Amier mengatakan 
Indonesia semakin men-
dekati sisi berbahaya yang 
disebutnya sebagai gejala 
deindustrialisasi prematur.

Sejumlah industri pen-
golahan padat karya men-
galami kontraksi, termasuk 
alas kaki, karet dan perabo-
tan. Kondisi itu, menurut 
dia, menyebabkan lapangan 
kerja kembali terkonsentrasi 
pada sektor pertanian, yang 
sejati nya memiliki produk-
tivitas lebih rendah.

Di sisi lain, kemiskinan 
nasional memang turun 
sedikit dari 8,57 persen 
menjadi 8,47 persen, teta-
pi kemiskinan perkotaan 

naik akibat lonjakan harga 
pangan, terutama beras, 
sedangkan petani di desa ju-
stru menikmati pendapatan 
lebih baik.

Dari dinamika moneter, 
Amier memprediksi rupiah 
akan tetap melemah sepan-
jang 2026, berdampak pada 
tingginya biaya impor dan 
beban bunga utang.

Ruang Bank Indonesia 
untuk meredam gejolak 
pasar juga semakin terbatas, 
sementara kredit perban-
kan minat ekspansinya 
menurun.

Proyeksi OECD menem-
patkan pertumbuhan ekono-
mi dunia hanya 2,9 persen, 
terimbas oleh geopolitik 
global, potensi kebijakan 
proteksionis Donald Trump, 
hingga perlambatan ekono-
mi China.

Sebagai ekonomi berbasis 
konsumsi rumah tangga, 
tekanan daya beli akibat 
inflasi pangan dan energi 
dapat menghambat motor 
utama pertumbuhan.

Selain kondisi objektif 
ekonomi, Amier mengkritisi 
kebijakan domestik yang 
masih jauh dari presisi te-
knokratis. Menurut dia, 
beberapa kebijakan pemer-
intah minim desain imple-
mentasi, terlalu politis dan 
kurang menyerap masukan 
akademik.

Pemangkasan Transfer 
Keuangan Daerah disebut 
berisiko memperlambat 
pembangunan di wilayah 
luar Jawa, yang sangat ber-
gantung pada belanja modal 
dari APBN.

Untuk merespons badai 
risiko tersebut, Amier me-
negaskan perlunya perbai-
kan tata kelola ekonomi 
secara menyeluruh mu-
lai dari penegakan hukum 
pengelolaan sumber daya 
alam (SDA), pembenahan 
birokrasi, hingga belanja ne-
gara yang lebih fokus pada 
produktivitas jangka pan-
jang. Agar program besar 
seperti Makan Bergizi Gratis 
memaksimalkan pelibatan 
Usaha Mikro Kecil dan Me-
nengah (UMKM) dan unit 
usaha lokal agar manfaatnya 
merata hingga lapisan ba-
wah, katanya mengusulkan. 

Resiliensi kebijakan fi skal 
dan kesiapsiagaan terhadap 
bencana harus menjadi fo-
kus utama, katanya men-
ganalisa. Sepanjang 2025 
tercatat 3.176 bencana dan 
angka itu diperkirakan tidak 
akan berkurang.

"Indonesia masih memi-
liki peluang. Tetapi pelu-
ang itu hanya muncul jika 
negara menyiapkan sistem 
yang kokoh menghadapi 
ketidakpastian,” katanya 
menambahkan. RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

SECERCAH harapan tentang akan 
hadirnya undang-undang tentang 
perampasan aset kembali datang. 
Komisi III DPR RI akhirnya me-

mulai pembahasan rancangan beleid itu, 
kemarin (Kamis, 15/1).

RUU Perampasan Aset sudah terlalu lama 
terkatung-katung. Pemerintah telah men-
gajukan ke DPR sejak 2012, bahkan ketika 
itu telah masuk Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas). Sejumlah kalangan dari masya-
rakat sipil pun sudah berulang kali mendesak 
agar pemerintah dan DPR segera membahas 
serta menerbitkan undang-undang yang 
diyakini bisa mendatangkan efek jera bagi 
koruptor tersebut. 

Kendati sangat lambat, dimulainya pem-
bahasan oleh DPR layak disambut dengan 
optimisme. Langkah DPR itu memecahkan 
kebekuan legislasi yang selama ini menyan-
dera upaya pemberantasan korupsi. 

Keberadaan RUU Perampasan Aset 
merupakan keniscayaan. Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia 
adalah negara hukum. Prinsip itu menuntut 
kehadiran sistem hukum yang tidak hanya 
menghukum pelaku kejahatan, tapi juga me-
mulihkan kerugian negara dan masyarakat. 

Selama ini, penegakan hukum pidana 
kerap berhenti pada pemidanaan badan, 
sedangkan aset hasil kejahatan masih bisa 
disembunyikan, dialihkan, atau bahkan 
dinikmati oleh pihak lain. Atau, kalaupun 
ada pengenaan denda dan kewajiban mem-
bayar pengganti, jumlahnya tidak sebanding 
dengan yang semestinya dirampas negara.

Rezim hukum di Indonesia juga masih 
terpaku pada prinsip <i>in personam<p>. 
Perampasan aset sangat bergantung pada 
keberhasilan memidana pelakunya. Kesala-
han harus dibuktikan terlebih dahulu, baru 
bisa mengejar hartanya. 

Pelaku bisa saja kabur ke luar negeri atau 
bahkan meninggal dunia sehingga kasus 
pidananya gugur. Akibatnya, aset hasil ke-
jahatan mereka tidak bisa disentuh negara. 

Contohnya yang terjadi pada kasus korup-
si Lukas Enembe saat menjabat Gubernur 
Papua. Lukas meninggal dunia sebelum 
negara sempat mengeksekusi denda maupun 
kewajiban pembayaran uang pengganti yang 
mencapai Rp47,8 miliar. KPK pun tidak bisa 
meneruskan proses hukum dugaan tindak 
pidana pencucian uang (TPPU) terhadap 
Lukas.

RUU Perampasan Aset hadir menawarkan 
paradigma <i>in rem<p>, atau gugatan ter-
hadap barang. Perampasan oleh negara atas 
aset yang diduga kuat berasal dari tindak pi-
dana tidak perlu menunggu putusan pidana 
terhadap pelaku. Cukup dengan pembuktian 
bahwa aset tersebut tidak sebanding dengan 
profil penghasilan pemiliknya dan diduga 
berasal dari kejahatan.

Jangkauan RUU Perampasan Aset tidak 
hanya pada perkara korupsi, tapi juga ter-
hadap kejahatan narkotika, terorisme, pem-
balakan liar, dan kejahatan ekonomi lainnya 
yang sama-sama bermotif keuntungan. 

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) 
serta laporan Pusat Pelaporan dan Ana-
lisis Transaksi Keuangan (PPATK) kerap 
menunjukkan kesenjangan yang menganga 
antara kerugian negara dan uang pengganti 
yang dapat dieksekusi. Dalam catatan ICW, 
pengembalian uang negara dari kasus-kasus 
korupsi sepanjang 2020-2023 tidak sampai se-
perlima kerugian negara yang ditimbulkan. 

RUU Perampasan Aset adalah jawaban 
untuk menutup gap tersebut. Selama hasil 
kejahatan masih aman, efek jera menjadi 
ilusi. Sebaliknya, ketika negara hadir dan 
mengambil kembali aset hasil kejahatan 
untuk kepentingan publik, pesan keadilan 
menjadi nyata bahwa apa yang dicuri dari 
rakyat harus kembali ke rakyat, seutuhnya.

Kita mengingatkan DPR dan pemerintah 
agar tidak ‘masuk angin’ di tengah jalan. 
Jangan sampai undang-undang yang keluar 
nantinya justru menjadi ‘macan ompong’ 
yang kehilangan taringnya karena kompro-
mi-kompromi politik yang transaksional. 

Negara ini sudah terlalu lama digerogoti 
‘tikus-tikus’ yang semakin gemuk. RUU Pe-
rampasan Aset adalah obat keras yang kita 
butuhkan. Pahit bagi penjahat, tapi menye-
hatkan bagi Republik. 

Publik perlu terus mengawal agar pemba-
hasan aturan itu kali ini benar-benar tuntas, 
berkualitas, dan berpihak kepada rakyat, 
bukan terhadap konglomerasi hitam. Saatnya 
negara mengambil kembali apa yang menjadi 
haknya. *Media Indonesia 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L

LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi.    

DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti. 

Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 7282773443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri 

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse 
Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak

BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: - BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.
BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). BIRO BANGGAI: Pariaman T.    

Rajab, Momen 
Membumikan Hukum Langit

RAJAB dan Isra Mi’raj diperingati secara isti-
mewa oleh umat Islam  bukan hanya sekadar 
tentang perjalanan nabi Muhammad SAW ke 
langit dan turunnya perintah shalat, namun 
juga menorehkan luka panjang peradaban yang 
semakin hari semakin memburuk.

PASCA runtuhnya 
Khilafah Islamiyah 
Utsmaniyah, sela-
ma 105 tahun umat 

Islam tidak bisa menerapkan 
hukum dari langit (syariat 
Islam) secara kaffah di seluruh 
penjuru bumi. Institusi pel-
indung agama dan umat itu 
roboh, umat Islam kehilangan 
perisai politiknya. Hukum 
Islam tidak lagi menjadi ru-
jukan, dan wilayah-wilayah 
Muslim terpecah menjadi ne-
gara-bangsa kecil yang rapuh. 

Seabad lebih umat Islam 
hidup dalam keterpurukan 
yang mendalam, tak ada jun-
nah (perisai/pelindung) me-
reka. Bencana politik ekonomi 

struktural akibat penerapan 
hukum buatan manusia me-
landa di seluruh negeri mus-
lim, bencana sosial kemanu-
siaan dan bencana alam yang 
tiada henti, seolah-olah mem-
berikan alert bahwa saatnya 
untuk bersiap kembali pada 
hukum Ilahi. 

Sepanjang ketiadaan Khi-
lafah, sistem hidup sekuler 
kapitalisme bercokol di nege-
ri-negeri muslim, Barat terus 
mengokohkan hegemoninya 
di dunia Islam, mencaplok 
wilayah umat Islam, me-
rampas kekayaan alamnya, 
menghancurkan generasinya 
bahkan menghasut sebagian 
umat Islam untuk menjadi 
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Aset 
Dirampas, 
Koruptor 
Kandas

antek sehingga bermusuhan 
bahkan tidak peduli dengan 
saudaranya sendiri. 

Tak bisa dipungkiri, bahwa 
memang benar saat ini umat 
belum menyadari bahwa 
ditetapkannya sistem seku-
ler demokrasi secara global 
adalah bentuk penentangan 
terhadap hukum dari langit 
(hukum Allah). Umat dile-
nakan dengan kehidupan 
semu yang sejatinya adalah 
“menghancurkan” diri me-
reka sendiri. Padahal, setelah 
peristiwa Isra  Mi’raj itu, 
tak lama kemudian diikuti 
dengan momen baiat aqabah 
kedua. Ini menandakan bah-
wa isra Mi’raj itu bukanlah 
sekadar momentum spiritual 
tapi juga gerbang menuju pe-
rubahan politik umat secara 
ideologis. Artinya, ini adalah 
momen dimana umat hidup 
dibawah aturan dan hukum 
dari langit. 

Sayangnya keruntuhan Khi-
lafah 105 tahun yang lalu 
adalah bencana besar bagi 
umat. Setelahnya, dunia men-
derita di bawah kepemimpi-

nan kapitalisme global hingga 
saat ini. Maka menegakkan 
kembali kepemimpinan Islam 
atas dunia menjadi urgen. 
Semestinya, Rajab dan Isra’ 
Mi’raj kali ini menjadi mo-
men untuk membumikan 
kembali hukum Allah dari 
langit, mencampakkan hu-
kum sekuler kapitalisme dan 
menegakkan syariat Islam 
Kaffah. Penjajahan di Pales-
tina, tempat perjalanan Isra 
Mi’raj Rasulullah saw yang 
telah jatuh di tangan entitas 
Yahudi harus dibebaskan. 
Demikian juga negeri-negeri 
muslim yang terpecah belah 
harus disatukan. Kezaliman 
penguasa kafir pada minoritas 
muslim di Rohingya, Uighur, 
India, Rusia, Filipina selatan 
harus dihentikan.

Pertanyaannya, bagaima-
na agar umat Islam kembali 
meraih posisi sebagai umat 
terbaik (khayru ummah) se-
bagaimana dulu? Bagaimana 
pula agar umat Islam bisa 
membebaskan kembali Baitul 
Maqdis Palestina yang selama 
puluhan tahun hingga saat ini 

berada di bawah cengkera-
man zionis Yahudi?

Jawabannya jelas, menye-
rukan kepada tentara muslim 
untuk membebaskan Palesti-
na dan menegakkan Khilafah 
Rasyidah. Umat Islam, umat 
Rasulullah, umat Khulafaur 
Rasyidin, cucu Al Mu’tasim, 
cucu Sholahudin Al Ayubi, 
cucu Al Fatih, cucu Khalifah 
Salim III, cucu Abdul Hamid, 
cucu Khalifah, pasti mampu 
mengembalikan kemuliaan 
Islam. Tegaknya Khilafah 
Islam akan mengembalikan 
kemuliaan Islam dan kemuli-
aan umat Islam. 

Oleh karena itu, Partai Is-
lam Ideologis terus berjuang 
siang dan malam, dengan 
sungguh-sungguh memim-
pin dan membimbing umat 
agar dapat melanjutkan ke-
hidupan Islam. Pasalnya, 
menegakkan Khilafah adalah 
perjuangan pokok, agung, 
penting dan vital. Umat harus 
segera menyambut perjuan-
gan menegakkan Khilafah. 
Wallahu a’lam. Penulis : Warga 
Kota Palu

NILAI tukar ru-
piah per dol-
lar AS pada 14 
Agustus 2025 

tercatat sangat kuat, yaitu 
sebesar Rp16.170 per dollar 
AS lalu melemah menjadi 
Rp16.770,7 pada 25 Septem-
ber 2025 (Trading Economics, 
2026). Tren pelemahan rupiah 
per dollar AS dan penguatan 
IHSG berlanjut hingga Selasa, 
13 Januari 2026. Di mana, kurs 
rupiah per dollar AS menyen-
tuh titik terendah sejak 8 April 
2025, yaitu sekitar Rp16.875 
per dollar AS. 

Sebaliknya, IHSG menga-
lami tren penguatan, yaitu 
dari level terendah sebesar 
5.675 pada 8 April 2025 dan 
tertinggi sebesar 8.954 pada 
8 Januari 2026. Fenomena 
ini melahirkan pertanyaan, 
mengapa nilai tukar rupiah 
per dollar AS melemah pada 
saat IHSG menguat? Dalam 
beberapa kasus keduanya 
memiliki pergerakan yang 
searah. 

Lalu, apa yang dapat di-
lakukan oleh otoritas mone-
ter dan fiskal untuk mem-
balikkan arah pelemahan 
rupiah? Untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan di 
atas, ada baiknya merujuk 
pada ekonom senior Jeffrey A. 
Frankel dari Kennedy School 
of Government, Harvard Uni-
versity yang memperkenalkan 
komsep “portofolio balance 
approach models”. 

Pendekatan Frankel menye-
butkan bahwa pada saat ter-
jadi tekanan, investor global 
akan melakukan rebalancing 
atau rekalkulasi kepemilikan 

asset keuangannya dan cen-
derung lebih memilih asset 
keuangan yang menawarkan 
tingkat pengembalian terting-
gi. Setiap asset dinyatakan 
dalam mata uang lokal. Di 
mana, investor global diang-
gap memiliki perilaku home 
country bias (mendahulukan 
asset keuangan negaranya 
sendiri). 

Lebih jauh, asset keuangan 
domestik dan luar negeri tidak 
bersubtitusi secara sempurna 
(imperfect substitute). Dalam 
regim nilai tukar mengam-
bang bebas, kenaikan harga 
asset di suatu negara, misal-
nya IHSG akan mendorong 
investor global membeli sa-
ham di negara bersangkutan. 
Hal di atas mendorong aliran 
modal masuk ke suatu negara 
(capital inflow) yang menye-
babkan mata uang negara 
bersangkutan terapresiasi 
(menguat). 

Sebaliknya, pada saat harga 
asset keuangan turun mem-
buat investor global mengali-
hkan investasinya ke negara 
lain. Terjadi aliran modal 
keluar (capital outflow) yang 
menyebabkan mata uang ne-
gara bersangkutan terdepresi-
asi (melemah). Secara faktual, 
perkembangan harga saham 
tidak harus selalu searah den-
gan perkembangan nilai tukar 
rupiah per dollar AS. 

Hal ini berkaitan dengan 
peran investor asing di pasar 
modal Indonesia yang cender-
ung mengalami penurunan. 
Saat ini, investor asing hanya 
menguasai sekitar 40 – 43,6 
persen dari total kepemilikan 
saham pada tahun 2025, turun 

OLEH : MUHAMMAD SYARKAWI RAUF

Depresiasi Rupiah di Tengah 
Penguatan Harga Saham

FENOMENA all-time high (ATH) Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) dan depresiasi nilai 
tukar rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) 
menarik untuk dianalisis. Di mana, IHSG be-
berapa kali mencapai rekor tertinggi sepanjang 
sejarah sejak 15 Agustus 2025 menjadi 8.017 dan 
pada saat yang sama, nilai tukar rupiah per dol-
lar AS terdeprsiasi hingga awal tahun 2026. 

dari 46,5 persen pada tahun 
2024. 

Di mana, perilaku investor 
asing pada umumnya cender-
ung hanya membeli saham 
blue-chip yang berkapitalisasi 
besar, seperti Bank BRI, BNI, 
Bank BCA, Bank Mandiri dan 
lainnya. Sebagai ilustrasi, 
pada periode Juli – September 
2025, IHSG menguat sebesar 
16,4 persen dari posisi 6.923 
menjadi 8.061. Menariknya, 
pada periode yang sama, 
saham-saham blue-chip yang 
berkapitalisasi besar justru 
mengalami penurunan. 

Sebaliknya, saham-saham 
non blue-chip yang berka-
pitalisasi kecil justru men-
galami kenaikan harga dan 
aktif ditransaksikan di pasar 
saham. Hal ini melahirkan 
isu keberadaan “saham go-
rengan” oleh investor lokal 
yang mendongkrak IHSG. 
Faktanya, terdapat tiga saham 
berkapitalisasi kecil yang 
aktif ditransaksikan di pasar 
saham Indonesia sehingga 
harganya meningkat, yaitu 
PT DCI Indonesia Tbk (DCII), 
PT Dian Swastika Sentosa Tbk 
(DSSA), dan PT Barito Pacific 
Tbk (BRPT). 

Di mana, tanpa memperhi-
tungkan harga saham ketiga 
perusahaan tersebut di atas 
dalam menghitung IHSG 
maka sejatinya IHSG hanya 
sekitar 7.340 bukan 8.116,2 
(Kompas, 23/11/2025). Se-
mentara, tren depresiasi ru-
piah per dollar AS terjadi sejak 
tahun lalu dan secara khusus 

dalam beberapa hari terakhir, 
yaitu dari Rp16.685 per dollar 
AS pada 2 Januari 2026 men-
jadi Rp16.840 per dollar AS 
pada 9 Januari 2026. Bahkan, 
depresiasi rupiah per dollar 
AS saat ini cenderung menuju 
ke posisi terlemah rupiah per 
dollar AS dalam setahun ter-
kahir, sebesar Rp17.071 pada 
8 April 2025. 

Depresiasi rupiah disebab-
kan oleh sentimen negatif 
terhadap mata uang rupiah 
sebagai respon investor global 
terhadap meningkatnya risiko 
perekonomian global akibat 
penangkapan presiden Vene-
zuela, Nicolas Maduro oleh 
pasukan khusus AS pada 3 
Januari 2026. 

Di mana, pada saat terjadi 
turbulensi dalam perekono-
mian global, investor global 
beralih memegang safe-haven 
currency atau safe-haven as-
set, yaitu asset yang nilainya 
stabil dan bahkan meningkat 
meskipun terjadi tekanan. 
Salah satu mata uang yang 
selama ini dianggap sebagai 
safe-haven currency adalah 
dollar AS. Peralihan ke sa-
fe-haven currency oleh in-
vestor global tercermin pada 
peningkatan US Dollar Index 
(DXY) dari 98,42 pada 2 Janu-
ari 2026 menjadi 99,12 pada 9 
Januari 2026. 

Peningkatan DXY men-
cerminkan penguatan mata 
uang dollar AS terhadap 
enam mata uang utama du-
nia, yaitu Euro, Yen Jepang, 
Poundsterling Inggris, Dollar 

Kanada, Krona Swedia dan 
Swiss Franc. Penguatan mata 
uang dollar AS terhadap 
mata uang utama dunia juga 
berdampak pada penguatan 
mata uang Dollar AS ter-
hadap mata uang Emerging 
Market Economies (EMEs), 
termasuk Indonesia. Di mana, 
investor mengalihkan kepe-
milikan assetnya dari rupiah 
ke dollar AS. 

Lalu, apa yang dapat dila-
kukan oleh pemerintah dan 
Bank Indonesia (BI) sebagai 
otoritas fiskal dan moneter?” 
Langkah pertama, otoritas 
moneter dan fiskal harus bisa 
meyakinkan pelaku pasar 
bahwa prospek perekonomian 
nasional sangat baik. 

Hal ini tercermin pada kon-
disi fundamental rupiah, se-
perti pertumbuhan ekonomi 
kuartal keempat 2025 yang di-
perkirakan sekitar 5,45 persen, 
perkiraan inflasi yang rendah 
sekitar 2,92 persen pada tahun 
2025 secara tahunan (year-on-
year), suku bunga riil yang 
tinggi tercermin pada policy 
rate dalam hal ini BI rate yang 
masih jauh di atas inflasi, dan 
lainnya. 

Langkah kedua, koordinasi 
kebijakan moneter dan fiskal 
harus lebih baik sehingga 
memberikan keyakinan ke-
pada investor bahwa arah 
perekonomian nasional masih 
sesuai dengan target pemerin-
tah, terutama berkaitan den-
gan angka defisit fiskal yang 
sudah mendekati batas atas 
sesuai ketentuan konstitusi 
sebesar 3,0 persen. 

Akhirnya, pemerintah perlu 
meyakinkan para investor 
bahwa meskipun difist fis-
kal meningkat tetapi tidak 
mengurangi kemampuan 
pemerintah membayar cicilan 
utang dan bunganya. Hal itu 
tercermin pada Debt Service 
Ratio (DSR) yang berada di 
sekitar batas aman 30 persen 
dan menjaga BI rate tetap 
menarik bagi investor untuk 
menjamin stabilitas rupiah 
per dollar AS. Penulis: Dosen 
FEB Unhas Chairman ASEAN 
Competition Institute (ACI).  
*SindoNews.Com
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SULTENG RAYA - PT Vale In-
donesia Tbk (IDX: INCO), anggota 
holding Industri Pertambangan 
Indonesia (MIND ID), mengumum-
kan Rencana Kerja dan Anggaran 
Biaya (RKAB) 2026 telah mendapat-
kan persetujuan resmi dari Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) pada Kamis, 15 
Januari 2026.

Persetujuan ini menegaskan 
kembali kepastian operasional Pe-
rusahaan dan kelanjutan investasi 
jangka panjang PT Vale sebagai ba-
gian dari ekosistem nikel nasional 
Indonesia dan rantai pasok global.

Dengan diperolehnya persetuju-
an ini, saat ini PT Vale fokus untuk 
mengembalikan seluruh kegiatan 
operasional dan konstruksi di 
Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi 
berlandaskan pada aspek kese-
lamatan sebagai prioritas utama 
sesuai dengan ketentuan perizinan 
yang berlaku, sehingga dapat ber-
jalan secara optimal guna mengejar 
ketertinggalan akibat penghentian 
sementara yang sebelumnya dila-
kukan.

Persetujuan RKAB 2026 merupa-
kan implementasi kebijakan Peme-
rintah yang kembali menerapkan 
mekanisme persetujuan RKAB 
tahunan, menggantikan skema 
sebelumnya yang berbasis tiga 
tahunan secara terintegrasi dengan 
perijinan dasar lainnya. PT Vale 
menyambut baik kepastian ini seba-
gai fondasi penting untuk menjaga 
disiplin produksi, tata kelola yang 
baik, serta keberlanjutan industri 
nikel nasional.

“Dengan dasar perizinan yang 
lengkap, seluruh kegiatan kami 

kini berjalan kembali secara nor-
mal, patuh, dan berkelanjutan,” 
ujar Presiden Direktur dan CEO 
PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus 
Irmanto.

Dengan berlakunya RKAB 2026, 
Perseroan akan melanjutkan renca-
na operasional dan produksi sesuai 
dengan persetujuan yang diberikan, 
serta memastikan kesinambungan 
pasokan bagi industri pengolahan 
dan pemurnian nasional.

Melalui pengalaman lebih dari 
lima dekade beroperasi di Indone-
sia, PT Vale terus berkontribusi me-
lalui penerimaan negara dari pajak 
dan non-pajak (PNBP), penciptaan 
dan stabilitas lapangan kerja, pen-
guatan rantai pasok dan pelibatan 
pelaku lokal, serta investasi jangka 
panjang dalam hilirisasi dan rantai 
nilai kendaraan listrik (EV).

Sejalan dengan agenda Pemer-
intah, Perseroan juga melanjutkan 
investasi pada teknologi rendah 
emisi dan pengembangan kapasi-
tas pengolahan lanjutan, termasuk 
proyek High Pressure Acid Leach 
(HPAL), untuk meningkatkan daya 
saing industri nikel Indonesia di 
pasar global.

Kembali PT Vale Indonesia te-
gaskan komitmennya sebagai mitra 
strategis Pemerintah dalam mem-
bangun industri nikel nasional yang 
bertanggung jawab, berdaya saing, 
dan berkelanjutan.

Dengan mengedepankan kepa-
tuhan, transparansi, dan tata kelola 
yang baik, Perseroan akan terus 
mendukung pengelolaan sumber 
daya alam yang berkelanjutan serta 
penguatan posisi Indonesia dalam 
rantai pasok global. */RHT

SULTENG RAYA – Pe-
rum Bulog Kantor Wilayah 
Sulawesi Tengah menarget-
kan pengadaan 11.000 ton 
beras lokal sepanjang 2026. 
Penyerapan dilakukan me-
lalui dua mekanisme, yakni 

pembelian dalam bentuk 
gabah dengan harga Rp6.500 
per kilogram dan beras den-
gan harga Rp12.000 per 
kilogram.

Pemimpin Wilayah Bulog 
Kanwil Sulawesi Tengah, 

Jusri, mengatakan target 
tersebut terus digalakkan 
melalui sosialisasi langsung 
kepada masyarakat, khusus-
nya para petani.

“Ini semua kita galak-
kan, kita sosialisasikan ke 

masyarakat terutama petani. 
Terutama soal penyerapan 
gabah, karena selama ini 
rata-rata petani masih men-
jual dalam bentuk beras,” 
ujar Jusri saat diwawancarai, 
Kamis (15/1/2026).

Menurut Jusri, secara 
umum hampir seluruh wi-
layah di Sulawesi Tengah 
memiliki potensi untuk 
penyerapan gabah. Namun, 
dalam waktu dekat, wilayah 
Donggala dan Parigi Mou-
tong diperkirakan menjadi 
daerah yang lebih dulu me-
masukkan stok ke Bulog.

“Wilayah serap gabah 
hampir di seluruh wilayah 
di Sulteng potensial. Hanya 
untuk saat ini, Donggala 
dan Parigi Moutong yang 
dalam waktu dekat mung-
kin stoknya sudah masuk,” 
jelasnya.

Selain beras, Bulog Su-
lawesi Tengah juga me-
naikkan signifikan target 
penyerapan komoditas 
jagung. Jika pada tahun 
lalu Bulog hanya mampu 
menyerap sekitar 200 ton, 
maka pada tahun ini target 
dinaikkan menjadi 3.000 ton.

Harga serap jagung di 
tingkat petani ditetapkan 
Rp5.500 per kilogram un-
tuk jagung dengan kadar 
air 18–20 persen. Sementa-
ra itu, jagung dengan ka-
dar air maksimal 14 persen 
dapat diserap dengan harga 
Rp6.400 per kilogram dan 
sudah masuk gudang Bulog.

“Semoga nanti kita bisa 
capai  target  ini .  Kare-
na kami mencoba tanya 
harga saat ini, sepertinya 
momentum tepat untuk 
menyerap. Petani berharap 
kami menyerap,” kata Jusri.

Ia juga mengungkapkan 
bahwa sejumlah wilayah 
mulai menunjukkan kesia-
pan memasok jagung ke 
Bulog. Dari wilayah Ampa-
na, beberapa mitra sudah 
menghubungi Bulog untuk 
memasukkan stok.

“Saat ini, dari Ampana 
mungkin sudah ada yang 
bisa masuk. Beberapa mi-
tra dari wilayah itu sudah 
menghubungi kami untuk 
memasukkan stok di Bulog. 
Kami berharap wilayah-wi-
layah lain juga demikian,” 
pungkasnya. ***

PIMWIL Bulog Kanwil Sulteng, Jusri. FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

SULTENG RAYA - Batik 
kini semakin populer seba-
gai busana kantor karena 
mampu memadukan unsur 
tradisional dan profesional 
dalam tampilan yang ele-
gan, dengan beragam motif 
yang dapat disesuaikan den-
gan karakter dan kebutuhan 
pekerjaan.

Selain memperkaya pe-
nampilan, penggunaan ba-
tik di lingkungan kerja juga 
menjadi bentuk apresiasi 
terhadap budaya lokal, yang 
dengan sentuhan desain 
modern menjadikannya 
simbol identitas dan ke-
banggaan tanpa kehilangan 
relevansinya di dunia kerja 
masa kini.

Hal inilah yang men-
dorong Kain Indonesia 
by Shifara tetap semangat 
memproduksi Batik dalam 
bentuk office wear yang 
apik dan kekinian.

“Caranya adalah kami 
memproduksi baju-baju jadi 
atau ready to wear dengan 
konsep office wear dalam 
tema besarnya adalah from 
office to hangout dan me-
mang target market utama 
kami adalah wanita,” kata 
Sinta Paramitha, pemilik 
dari Kain Indonesia by 
Shifara.

Sinta, yang tinggal di Pe-
kalongan, jatuh cinta pada 
batik karena lingkungan 
sekitarnya yang kaya akan 
produksi batik. Perjalanan 
bersama orangtuanya ke 
berbagai daerah juga mem-
perluas wawasan Sinta ten-
tang wastra Nusantara. Dari 
pengalaman ini, tumbuh 
niatnya untuk mengem-
bangkan wastra Nusantara.

Dorongan untuk men-
gembangkan wastra sema-
kin kuat ketika Sinta melihat 
adanya penurunan ekspor 
batik sejak 2012 dan pen-
grajin kain Indonesia yang 
berkurang hampir lebih dari 
100ribu pengrajin dalam 
masa pandemi. Ancaman 
klaim dari berbagai negara 
turut membulatkan tekad-
nya untuk mengembangkan 
wastra dari berbagai daerah 
di Indonesia.

Sebagai merek lokal, Kain 
Indonesia by Shifara be-
rusaha menonjolkan keu-
nikannya. Salah satunya 
dengan mengeksplor wastra 
Indonesia dari Sabang sam-
pai Merauke dan mencari 
material yang cocok dan 
nyaman untuk digunakan 
sehari-hari.

S i n t a  m e n g g u n a k a n 
wastra Indonesia dari ber-
bagai daerah, seperti Endek 
Bali, Jumputan Palembang, 
Jumputan Jogja, dan Ba-
tik Pekalongan. Ia meran-
cang busana yang dapat 
dikenakan oleh perempuan 
dengan berbagai ukuran, 
memudahkan pembuatan 
seragam. Selain itu, Sinta 

Bulog Sulteng Targetkan Serap 11.000 Ton 
Beras Lokal dan 3.000 Ton Jagung pada 2026

RKAB 2026 Disetujui, PT 
Vale Indonesia Tegaskan 
Kepastian Operasional 

dan Keberlanjutan Investasi

ILUSTRASI. FOTO: DOK. PT VALE

UMKM Binaan BRI ‘Kain Indonesia 
by Shifara’ Hidupkan Nafas Wastra 
Nusantara Lewat Koleksi Office Wear

juga menyesuaikan model-
nya dengan tren terkini agar 
tetap relevan.

Terus Berkembang Berkat 
Rumah BUMN BRI

Kain Indonesia by Shifa-
ra semakin berkembang 
setelah bergabung dengan 
Rumah BUMN BRI Jakarta, 
yang merupakan wadah 
kolaborasi dan pemberda-
yaan UMKM. Setelah me-
lewati proses seleksi, Sinta 
mendapatkan pendampin-
gan langsung dari BRI untuk 
mengembangkan bisnisnya 
melalui berbagai pelatihan, 
termasuk digital marketing, 
strategi pemasaran, operasi-
onal, dan keuangan.

“Kami bertemu dengan 
para coach yang, setelah 
pendampingan, masih bisa 
kami ajak berinteraksi dan 
bertanya. Ini sangat mem-
bantu kami, tidak hanya 
dalam mendapatkan ilmu, 
tetapi juga menyelesaikan 
berbagai pertanyaan yang 
selama ini membingungkan 
dalam menjalankan bisnis,” 
imbuhnya.

Setelah pendampingan 
selesai, Kain Indonesia by 
Shivara mengikuti bebera-
pa event yang digelar BRI 
untuk mendorong poten-
si UMKM. Mulai dari ba-
zaar hingga BRI Inkubator 
yang memfasilitasi banyak 
UMKM untuk mengem-
bangkan bisnisnya.

“BRI memberikan ba-
nyak fasilitas, mulai dari 
ilmu yang dapat langsung 
diaplikasikan untuk men-
gembangkan bisnis hingga 
kesempatan pameran yang 
membantu memperkenal-
kan produk dan mening-
katkan brand awareness,” 
kata Sinta.

Hadirnya Kain Indone-
sia by Shifara tidak hanya 
membuat Sinta menjadi 
perempuan yang lebih pro-
duktif dan berdaya, tetapi 

juga turut menggerakkan 
perekonomian para perem-
puan yang terlibat dalam 
sirkular bisnisnya. Mulai 
dari penjahit hingga admin 
packaging, seluruhnya di-
kerjakan oleh perempuan 
dari berbagai usia dan latar 
belakang. Ia pun meyakini 
perempuan Indonesia me-
miliki peran besar dalam 
menjaga dan mengenalkan 
batik ke dunia.

Corporate Secretary BRI 
Dhanny mengatakan bahwa 
Rumah BUMN BRI hadir 
sebagai wadah kolabora-
tif bagi para pelaku usaha 
untuk memperoleh pembi-
naan, memperluas jejaring, 
serta meningkatkan kapasi-
tas bisnis agar mampu ber-
saing di pasar yang semakin 
kompetitif.

Program pembinaan 
UMKM ini menjadi bagian 
penting dari komitmen BRI 
untuk mewujudkan ekono-
mi yang inklusif dan berke-
lanjutan. Hingga saat ini BRI 
telah membina 54 Rumah 
BUMN dan melaksanakan 
lebih dari 18.218 pelatihan 
bagi pelaku UMKM di ber-
bagai daerah.

“Banyak pelaku usaha 
yang semula hanya men-
jual produk di pasar lo-
kal, kini telah memasarkan 
produknya secara daring 
bahkan menembus pasar 
ekspor. Ini menunjukkan 
bahwa pendampingan 
yang berkelanjutan dan 
akses ekosistem digital 
mampu mengubah kualitas 
hidup masyarakat,” ung-
kapnya. RHT

SINTA Paramitha dengan produk batik miliknya. FOTO: DOK. BRI
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Kegiatan yang berlangs-
ung di Komunitas Tuli Pe-
duli Bitung (KALEB), IT 
Bitung, ini menjadi momen-
tum bagi Pertamina untuk 
memastikan bahwa program 
CSR yang dijalankan tidak 
hanya berkelanjutan, tetapi 
juga benar-benar memberi-
kan ruang kesetaraan dan 
meningkatkan kapasitas 
komunitas secara nyata.

Hadir dalam kunjungan 
tersebut Komisaris Indepen-
den PT Pertamina (Persero) 
Condro Kirono, didampingi 
Komite Audit Mohammad 
Imran Zulkarnain Duki serta 
Komite Pemantau Investa-
si dan Manajemen Risiko 
Muhammad Arfan. Turut 
hadir Executive General 
Manager Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi, 
Deny Sukendar, bersama 
jajaran manajemen.

Selama kunjungan, rom-
bongan meninjau langsung 
berbagai aktivitas komuni-
tas dan berinteraksi secara 
dekat dengan para anggota 
KALEB. Salah satu momen 
yang mencuri perhatian 
adalah ketika Komisaris 

Independen Condro Kiro-
no mencoba belajar bahasa 
isyarat secara langsung, 
dipandu oleh para anggota 
komunitas tuli.

“Bagi saya ini pengalaman 
yang sangat bermakna. Be-
lajar bahasa isyarat secara 
langsung memberi pema-
haman baru tentang pen-
tingnya empati, kesetaraan, 
dan ruang yang inklusif. 
Program KALEB menunjuk-
kan bahwa CSR Pertamina 
hadir dengan pendekatan 
kemanusiaan yang nyata,” 
ujar Condro Kirono.

Executive General Mana-
ger Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi, Deny 
Sukendar, menyampaikan 
bahwa KALEB merupakan 
bagian dari komitmen pe-
rusahaan dalam memban-
gun lingkungan yang setara 
dan memberdayakan.

“Melalui program ini, 
kami ingin memastikan bah-
wa setiap individu memiliki 
peluang yang sama untuk 
berkembang. KALEB men-
jadi bukti bahwa Pertamina 
hadir merangkul semua 
lapisan masyarakat tanpa 

terkecuali,” jelas Deny.
Sementara itu, Local Hero 

KALEB, Donna Christha 
Renata, menyampaikan rasa 
terima kasih atas dukungan 
dan pendampingan yang 
diberikan Pertamina kepada 
komunitas tuli di Bitung.

“Pendampingan dari Per-
tamina membuat kami me-
rasa diakui dan dilibatkan. 
Kami menjadi lebih percaya 
diri, lebih berani berinterak-
si, dan menunjukkan bahwa 
kami juga mampu berkont-
ribusi bagi lingkungan seki-
tar,” ungkap Donna melalui 
bahasa isyarat.

Area Manager Communi-
cation, Relations, and CSR 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi, T. Muham-
mad Rum, menegaskan bah-
wa Program Komunitas Tuli 
Peduli Bitung sejalan den-
gan komitmen perusahaan 
dalam mendukung pemban-
gunan berkelanjutan.

“KALEB mendukung 
pencapaian Tujuan Pem-
bangunan Berkelanjutan 
(SDGs), khususnya SDG 
4 tentang Pendidikan Ber-
kualitas, SDG 8 tentang 

Pekerjaan Layak dan Per-
tumbuhan Ekonomi, serta 
SDG 10 tentang Mengurangi 
Kesenjangan. Program TJSL 
ini dirancang agar tidak 
sekadar bersifat bantuan, 
tetapi mampu memberda-
yakan komunitas dan mem-
buka ruang kesetaraan bagi 
penyandang disabilitas,” 
jelas Rum.

Program Komunitas Tuli 
Peduli Bitung (KALEB) me-
rupakan inisiatif TJSL IT 
Bitung yang berfokus pada 
peningkatan kapasitas, ke-
mandirian, dan kepercayaan 
diri penyandang disabilitas 
tuli agar dapat berperan 
aktif secara sosial dan ek-
onomi.

Melalui kunjungan ini, 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi menegaskan 
komitmennya untuk terus 
menghadirkan program 
TJSL yang inklusif dan ber-
kelanjutan, selaras dengan 
prinsip Environmental, So-
cial, and Governance (ESG) 
serta mendukung agenda 
pembangunan berkelan-
jutan di tingkat nasional 
maupun global. *WAN

memperkuat kerja sama 
lintas sektor demi mendu-
kung pembangunan nasio-
nal yang berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan 
dimulai dengan melihat 
secara langsung aktivitas 
operasional melalui layar 
monitor di ruang kontrol 
(control room). Pemantauan 
ini memberikan gambaran 
menyeluruh tentang ba-
gaimana PT Vale mengin-
tegrasikan teknologi dan 
sistem pengawasan untuk 
memastikan keselamatan, 
efisiensi, dan keberlanjutan 
operasional.

Setelah itu, Dankodaeral 
VI Makassar bersama jajaran 
melakukan peninjauan Jetty 
Febriany, salah satu infrast-
ruktur utama yang mendu-
kung kelancaran distribusi 
material proyek. 

Jetty ini merupakan titik 
krusial dalam rantai pasok 
PT Vale, sehingga pengama-
nan dan stabilitas wilayah 
perairan menjadi prioritas 
bersama. 

Tidak hanya itu, rombon-
gan juga berkesempatan 
melakukan penanaman po-
hon di area nursery, sebagai 
simbol komitmen terhadap 
keberlanjutan lingkungan 
dan pelestarian ekosistem.

Laksamana Muda TNI 
Andi Abdul Aziz menyam-
paikan apresiasi atas kon-
tribusi perusahaan dalam 
mendukung pembangunan 
nasional. Ia menekankan 
pentingnya sinergi antara 
sektor industri dan per-

tahanan untuk kemajuan 
bangsa.

“Kami melihat sangat 
luar biasa, dari jetty hing-
ga seluruh fasilitas yang 
ada. Kolaborasi dan siner-
gi ini adalah kunci untuk 
memajukan negara kita. 
Semua harus saling mendu-
kung. Tanpa militer yang 
kuat, pembangunan eko-
nomi tidak akan berjalan 
optimal. Keduanya harus 
beriringan. Terima kasih 
atas sambutan hangat yang 
diberikan,” katanya dalam 
keterangan tertulis yang di-
terima Sulteng Raya, Kamis 
(15/1/2026).

Andi Abdul Aziz menilai 
fasilitas yang dimiliki PT 
Vale, mulai dari jetty hingga 
sistem terintegrasi, sangat 
luar biasa.

“Semua produksi yang 
ada di area penambangan 
ini sudah terintegrasi den-
gan sistem dan aplikasi, 
semua termonitor real time 
mulai dari penambangan, 
pemuatan, sampai den-
gan pengiriman, termasuk 
monitor kapal-kapal yang 
akan mengangkut. Kami 
sempat melihat jetty yang 
sangat luar biasa menam-
pung beberapa tongkang 
untuk distribusi, ini bisa 
kita manfaatkan juga suatu 
saat apabila dalam kondi-
si-kondisi tertentu untuk 
menghadirkan KRI di wi-
layah Morowali ini. Dan 
tentunya harapan kami PT 
Vale ini lebih berkembang 
lagi dan bisa bermanfaat un-

tuk perkembangan pereko-
nomian negara khususnya 
untuk membantu masyara-
kat sekitar meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat,” 
katanya.

Komitmen terhadap Keber-
lanjutan dan Keamanan

Sementara itu, Head of 
Bahodopi Project PT Vale, 
Wafir, menekankan bahwa 
proyek IGP Morowali bukan 
sekadar investasi ekonomi, 
tetapi juga membawa dam-
pak sosial dan lingkungan 
yang berkelanjutan. “Pro-
yek ini tidak hanya bero-
rientasi pada pertumbuhan 
ekonomi, tetapi juga pada 
penciptaan manfaat jangka 
panjang bagi masyarakat, 
lingkungan, dan ketahanan 
energi Indonesia. Namun 
kami menyadari, keberhasi-
lan proyek strategis seperti 
ini tidak hanya ditentukan 
oleh teknologi dan modal, 
melainkan juga oleh keama-
nan, keselamatan, dan sta-
bilitas wilayah operasional, 
termasuk jalur logistik dan 
perairan,” jelas Wafir.

Ia menambahkan, peran 
TNI, khususnya unsur perta-
hanan wilayah dan laut, me-
rupakan mitra strategis bagi 
keberlangsungan proyek. 

“Sinergi yang kuat antara 
industri dan pertahanan 
menjadi fondasi penting 
agar operasional dapat 
berjalan aman, tertib, dan 
berkelanjutan. Kami berha-
rap kolaborasi yang telah 

terbangun ini dapat terus 
diperkuat melalui koordi-
nasi yang baik, dukungan 
pengamanan, serta sinergi 
program yang berdampak 
langsung bagi masyarakat 
sekitar,” tambahnya.

Langkah Nyata untuk Masy-
arakat

Sebagai bagian dari rang-
kaian kegiatan, pada 15 
Januari 2026, PT Vale ber-
partisipasi dalam Upacara 
Hari Dharma Samudera 
yang digelar di Pelabuhan 
Bungku Tengah, Morowali. 

Dalam kesempatan ter-
sebut, PT Vale juga turut 
membagikan paket sembako 
kepada masyarakat sekitar, 
sebagai wujud kepedulian 
terhadap kesejahteraan ko-
munitas lokal.

Langkah ini sejalan den-
gan visi PT Vale untuk 
menciptakan nilai bersama 
melalui pembangunan yang 
inklusif dan berkelanjutan. 

PT Vale percaya bahwa 
keberhasilan proyek tidak 
hanya diukur dari capaian 
produksi, tetapi juga dari 
kontribusi nyata terhadap 
masyarakat dan lingkun-
gan.

Dengan adanya sinergi 
ini, diharapkan tercipta ek-
osistem yang aman, stabil, 
dan berdaya saing, sehing-
ga Indonesia dapat terus 
melangkah maju sebagai 
negara dengan fondasi eko-
nomi dan pertahanan yang 
kuat. RHT

Anggota DPRD Parigi 
Moutong yang turut serta 
dalam kunjungan tersebut 
antara lain Ahmad Dg. 
Mabela, Mohamad Fadli, 
Mohamad Solikhin, Wayan 
Murtama, Irawati, S.A.P., 
M.A.P., Yushar dan Yolan-
da Mambu, didampingi staf 
Sekretariat DPRD.

Dalam pertemuan itu, 
DPRD Parigi Moutong 
menggali informasi dan 
data terkait kebijakan, me-
kanisme pemungutan, pen-
gawasan, hingga sistem 
pengelolaan Pajak Reklame 
yang diterapkan di Kota 
Makassar. Sejumlah topik 
strategis dibahas, mulai 
dari pendataan objek rekla-
me, pola pengawasan dan 
penegakan regulasi, hingga 
pemanfaatan teknologi in-
formasi untuk mendukung 
peningkatan pendapatan 

daerah.
Anggota DPRD Pari-

gi Moutong, Ahmad Dg. 
Mabela, mengatakan pen-
gelolaan Pajak Reklame 
di Kota Makassar dinilai 
cukup progresif dan dapat 
menjadi rujukan bagi dae-
rah lain, termasuk Parigi 
Moutong.

“Kami melihat Kota Ma-
kassar memiliki sistem pen-
gelolaan Pajak Reklame 
yang relatif tertata, baik dari 
sisi pendataan objek, penga-
wasan di lapangan, maupun 
pemanfaatan teknologi. Ini 
menjadi bahan penting bagi 
kami untuk menyempur-
nakan kebijakan di Parigi 
Moutong,” ujarnya.

Ia menegaskan, kunjun-
gan kerja tersebut bukan 
sekadar seremonial, me-
lainkan bagian dari ikhtiar 
DPRD dalam memastikan 

potensi PAD dapat diga-
rap secara maksimal dan 
akuntabel.

“Pajak Reklame memiliki 
potensi yang cukup besar. 
Dengan pengelolaan yang 
tepat, transparan, dan ber-
basis data, kontribusinya 
terhadap PAD tentu bisa 
lebih optimal,” tambahnya.

Ahmad Dg Mabela men-
ambahkan, melalui kunker 
diperoleh berbagai masu-
kan yang komprehensif 
sebagai bahan perumusan 
kebijakan pengelolaan Pa-
jak Reklame yang lebih 
efektif dan efisien. Opti-
malisasi sektor tersebut 
diharapkan dapat mem-
perkuat kemandirian fiskal 
daerah serta mendukung 
pembiayaan pembangunan 
dan peningkatan pelayanan 
publik di Kabupaten Parigi 
Moutong. AJI

“Menstigma kerja jurna-
listik sebagai kegaduhan 
atau distraksi justru ber-
potensi menutup ruang 
pengawasan publik, pada-
hal hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi dij-
amin tegas dalam Pasal 28F 
UUD 1945,”tegasnya.

Dedi menjelaskan, doron-
gan agar pimpinan DPRD 
mengeluarkan siaran pers 
resmi untuk “menangkal” 
pemberitaan media menun-
jukkan kecenderungan ko-
munikasi satu arah. Dalam 
praktik komunikasi politik, 
pendekatan semacam ini 
lebih menyerupai mana-
jemen reputasi defensif 
ketimbang upaya memban-
gun dialog substantif.

Pimpinan DPRD Parigi 
Moutong, Sayutin Budianto 
Tongani, dalam forum yang 
sama justru memberikan 
penjelasan yang patut dia-
presiasi. Ia menegaskan 
bahwa pers bekerja secara 
independen dan memiliki 
mekanisme etik sendiri.

“Jurnalis memiliki otono-
mi dalam menulis. Jika ada 
keberatan terhadap pembe-
ritaan, mekanismenya jelas 
melalui hak jawab, bukan 
intervensi,” tegas Sayutin 
dalam paripurna.

Penegasan tersebut se-

jalan dengan Undang-Un-
dang Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers yang men-
jamin kemerdekaan pers 
sebagai bagian dari hak 
asasi warga negara. Upaya 
menekan atau mengarah-
kan pemberitaan, apalagi 
melalui forum resmi, ber-
potensi mencederai prinsip 
tersebut.

Selain itu kata Dedi, 
fakta bahwa media telah 
memuat klarifikasi Ketua 
DPRD Parigi Moutong, 
Alfres Tonggiroh, dalam 
rangkaian pemberitaan 
menunjukkan bahwa prin-
sip keberimbangan telah 
dijalankan. Karena itu, 
mempertanyakan integri-
tas media dalam forum 
paripurna justru menim-
bulkan tanda tanya.

Menurutnya secara nor-
matif, Pokir merupakan 
hak konstitusional anggota 
DPRD yang memiliki dasar 
hukum jelas, baik dalam 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemer-
intahan Daerah maupun PP 
Nomor 12 Tahun 2018 ten-
tang Pedoman Penyusunan 
Tata Tertib DPRD. 

Namun, menempatkan 
Pokir sebagai hak yang 
seolah kebal dari kritik pu-
blik merupakan kekeliruan 

serius Dalam kerangka 
hukum tata negara, kata 
Dedi, setiap rupiah uang 
rakyat wajib dikelola secara 
transparan dan akuntabel.

Lanjut Dedi, dalam per-
spektif HAM, tindakan 
semacam itu dapat dibaca 
sebagai upaya mendelegi-
timasi fungsi pengawasan 
pers. Padahal, pers me-
rupakan pilar keempat de-
mokrasi yang berfungsi 
memastikan kekuasaan 
berjalan dalam koridor 
kepentingan publik.

Keterlambatan APBD bu-
kan persoalan sepele. Dam-
paknya langsung dirasakan 
masyarakat, mulai dari 
tertundanya program pem-
bangunan hingga terham-
batnya pemenuhan hak-
hak sosial dan ekonomi 
warga.

Mengalihkan sorotan 
dari problem administra-
tif ke tudingan terhadap 
media justru merupakan 
langkah mundur dalam 
praktik demokrasi lokal. 
Badan Kehormatan DPRD 
semestinya lebih fokus me-
lakukan evaluasi internal, 
mengapa proses pemba-
hasan anggaran bisa ter-
sendat, sebagaimana telah 
diakui sendiri dalam forum 
resmi. AJI

Melalui program ini, An-
war Hafid mendorong pen-
gembangan budidaya ikan 
air tawar sebagai alternatif 
sumber pendapatan masy-
arakat, terutama di wilay-
ah-wilayah yang memiliki 
potensi lahan dan sumber 
air memadai.

Ia berharap ke depan 
setiap daerah di Sulawesi 
Tengah dapat memiliki 
kawasan khusus untuk 
budidaya ikan, sehingga 
masyarakat bisa mengem-
bangkan usaha secara ber-
kelanjutan dan mandiri.

”Kita berharap, impian 
saya suatu waktu ada tem-
pat khusus untuk budida-
ya ikan Nila dan Sidat, se-
hingga semua masyarakat 
bisa melakukan hal yang 
sama,” ujarnya.

Dalam kunjungan ter-
sebut, Anwar Hafid di-
dampingi Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan 
Sulawesi Tengah, Yopie 
Morya Immanuel Patiro. 

Kehadiran pemerintah 
daerah ini menjadi pe-
negasan atas dukungan 
penuh Pemprov Sulawesi 

Tengah terhadap pelaku 
usaha perikanan budi-
daya.

Anwar Hafid juga men-
g u n g k a p k a n  r e n c a n a 
pengembangan kawasan 
budidaya ikan berbasis 
kampung tematik, yang 
diharapkan mampu men-
jadi pusat ekonomi baru 
berbasis potensi lokal.

“Kita rencananya ini in-
gin membentuk Kampung 
Tematik, kita coba usulkan 
nanti ke Pak Walikota Palu 
dan Bupati Sigi jadi dua 
di Kelurahan Petobo sama 

Desa Mpanau,” imbuhnya.
Anwar Hafid menegas-

kan bahwa program Berani 
Tangkap Banyak tidak ha-
nya berorientasi pada pe-
ningkatan produksi, tetapi 
juga penciptaan lapangan 
ker ja  dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
secara nyata.

”Ini sangat luar biasa, 
m u d a h - m u d a h a n  b i s a 
menjadi  lapangan ker-
ja bagi masyarakat dan 
menambah penghasilan 
rakyat,” pungkas Anwar. 
*WAN

GUBERNUR BERANI CUP 2026

Berlian Tomoli Gilas Tunas Inti, 
Patriot Bikin Yafifa Tak Berkutik

SULTENG RAYA – Lapangan Patriot, Desa 
Bambalemo, kembali menjadi saksi pesta gol 

pada lanjutan Turnamen Sepakbola Gu-
bernur BERANI Cup 2026. Berlian Tomoli 

tampil perkasa dengan menaklukkan Tunas 
Inti Parigi 5-2 di Grup B, Jumat (16/1/2026), 
sementara sehari sebelumnya tuan rumah 

Patriot Bambalemo tanpa ampun menggun-
duli Yafifa Toboli 4-0 di Grup H.

Berlian Tomoli, yang baru 
saja menyandang status jua-
ra Liga 4 Zona 1 Kabupaten 
Parigi Moutong, langsung 
menunjukkan kelasnya sejak 

menit awal. Laga baru ber-
jalan tiga menit, Irfan sudah 
membuka keunggulan sete-
lah memanfaatkan kesala-
han lini belakang Tunas Inti 

dan melepaskan tendangan 
keras yang tak mampu di-
bendung kiper Ryan.

Dominasi Berlian terus 
berlanjut. Tekanan dari sek-
tor sayap berbuah gol kedua 
lewat Moh. Safii yang men-
yundul bola hasil sepak po-
jok sisi kiri pada menit ke-26. 
Meski demikian, Tunas Inti 
tak tinggal diam. Kapten tim 
Rivaldo memperkecil keter-
tinggalan melalui eksekusi 
tendangan bebas dari jarak 
sekitar 20 meter pada menit 
ke-30, yang gagal diantisipa-
si kiper Berlian, Savdal.

N a m u n  p e n g a l a m a n 
Berlian kembali berbicara. 
Lima menit berselang, Al-

dair menyundul bola dari 
sepak pojok sisi kanan untuk 
membawa Berlian unggul 
3-1 hingga turun minum.

Awal babak kedua sem-
pat menghadirkan kejutan. 
Hendra mencetak gol cepat 
lewat tendangan mendatar 
keras pada menit ke-42, 
mengubah skor menjadi 3-2 
dan membuka asa Tunas 
Inti. Sayangnya, penguasaan 
lini tengah tetap berada di 
tangan Berlian melalui duet 
Bayu Angreza dan Asdi-
ansyah.

Petaka bagi Tunas Inti 
datang pada menit ke-50. 
Sepak pojok Bayu Angreza 
justru berujung gol bunuh 

diri pemain belakang Tunas 
Inti, membuat skor mele-
bar menjadi 4-2. Berlian 
memastikan kemenangan 
lewat titik putih pada menit 
ke-71 setelah Irfan dilang-
gar di kotak penalti. Muh. 
Reza, pemain pinjaman asal 
Palu, sukses mengeksekusi 
penalti dan menutup laga 
dengan skor 5-2.

Patriot Bambalemo Tak 
Terbendung

Sehari sebelumnya, Ka-
mis (15/1/2026), tuan ru-
mah Patriot Bambalemo 
tampil dominan saat mem-
bungkam Yafifa Toboli den-

gan skor telak 4-0 di laga 
Grup H. Diperkuat empat 
pemain pinjaman asal Palu, 
Patriot menguasai jalannya 
pertandingan sejak menit 
awal.

Gol pembuka dicetak 
Rifky pada menit ke-20 me-
lalui tendangan jarak jauh 
sekitar 35 meter yang gagal 
diamankan kiper Yafifa, 
Ari Eka. Skor 1-0 bertahan 
hingga jeda.

Memasuki babak kedua, 
Yafifa mencoba bangkit 
dengan memasukkan se-
jumlah pemain pengganti. 
Namun solidnya lini bela-
kang Patriot yang dikawal 
Peto, Frans, dan Arsa, di-

tambah performa gemilang 
kiper Farhan, membuat 
upaya Yafifa mentah.

Gol kedua Patriot lahir 
dari skema serangan balik 
cepat yang diselesaikan 
Etoo pada menit ke-36. 
Pesta gol Patriot ditun-
taskan oleh striker pinja-
man asal Palu, Sandrian, 
yang mencetak dua gol 
masing-masing pada menit 
ke-45 dan 68.

Skor 4-0 bertahan hingga 
peluit panjang dibunyikan, 
menegaskan Patriot Bam-
balemo sebagai salah satu 
kekuatan yang patut di-
perhitungkan di Gubernur 
BERANI Cup 2026. AJI

PERTANDINGAN Berlian Tomoli menghadapi Tunas Inti Parigi di lapangan Patriot Bambalemo, Jumat 
(16/1/2026). FOTO: ASLAN LAEHO



teng diterima Staf Khusus 
Menteri PPN Sukmo Hars-
ono, yang menyampaikan 
terima kasih atas peluang 
kerja sama itu.

Menurut dia, pe-
rencanaan yang 
baik akan meng-
hasilkan kepu-
tusan terbaik 
u n t u k  k e -
maslahatan 
rakyat.

“Kami ber-
terima kasih 
kepada gubernur, karena 
melibatkan kami dalam 
upaya memajukan daerah. 
Tentunya perencanaan yang 
baik akan menghasilkan 
keputusan yang baik pula,” 
katanya.

Bappenas secara khusus, 
lanjut Sukmo, mendukung 

palu nagaya SABTU, 17 JANUARI 20268
SULTENG RAYA

“Kunjungan ke Bappenas 
ini untuk menyampaikan 
rencana hilirisasi kelapa dan 
membahas potensi pariwisa-
ta Danau Paisupok. Semoga 
ini menjadi awal yang baik 
untuk kemajuan daerah, 
khususnya bagi masyarakat 
dan petani,” kata Gubernur 
Sulteng Anwar Hafi d dalam 
keterangan tertulis, Kamis 
(15/1/2026). 

Menurut dia, kunjungan 
itu bertujuan memperkuat 

dukungan pemerintah pusat 
terhadap agenda pemban-
gunan, yang berorientasi 
pada kesejahteraan masya-
rakat dan petani.

Hilirisasi kelapa dinilai 
penting untuk meningkat-
kan nilai tambah produk 
pertanian, sementara Danau 
Paisupok diproyeksikan 
sebagai destinasi unggulan 
pariwisata Sulawesi Tengah.

Dalam kunjungan itu, 
rombongan Pemprov Sul-

Pemprov Sulteng Bawa 
Konsep Hirilisasi Kelapa 
ke Bappenas
SULTENG RAYA-Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah (Sulteng) membawa konsep 
hilirisasi komoditas kelapa ke Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappe-
nas) di Jakarta.

teng diterima Staf Khusus 
Menteri PPN Sukmo Hars-
ono, yang menyampaikan 
terima kasih atas peluang 
kerja sama itu.

Menurut dia, pe-
rencanaan yang 
baik akan meng-
hasilkan kepu-
tusan terbaik 
u n t u k  k e -
maslahatan 

Pemprov Sulteng Bawa Pemprov Sulteng Bawa 
Konsep Hirilisasi Kelapa Konsep Hirilisasi Kelapa 

Anwar Hafi d

SULTENG RAYA-SMA 
Kristen Bala Keselamatan 
Palu secara resmi mengaju-
kan permohonan bantuan 
tenaga pustakawan kepada 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Provinsi Sula-
wesi Tengah sebagai upaya 
peningkatan mutu layanan 
serta tata kelola perpusta-
kaan sekolah. Permohonan 
tersebut juga menjadi bagi-
an dari persiapan sekolah 
dalam menghadapi akredi-
tasi perpustakaan.

Permohonan disampai-
kan melalui surat resmi 
bernomor 400.3.12.1/…/
SMA-BK/I/2026. Pihak se-
kolah berharap adanya du-
kungan tenaga pustakawan 
profesional serta tenaga 
pendamping yang dapat 
membantu penguatan tata 
kelola perpustakaan di ling-
kungan SMA Kristen Bala 
Keselamatan Palu.

Kepala SMA Kristen Bala 
Keselamatan Palu menyam-

paikan bahwa keberadaan 
tenaga pustakawan sangat 
dibutuhkan untuk men-
dukung pengembangan 
layanan literasi di sekolah.

“Perpustakaan sekolah 
kami masih membutuhkan 
penguatan, baik dari sisi 
sumber daya manusia mau-
pun sistem pengelolaannya. 
Dukungan tenaga pusta-
kawan diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas lay-
anan literasi bagi siswa dan 
guru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondi-
si perpustakaan sekolah 
saat ini masih memerlukan 
pembenahan, mulai dari 
administrasi layanan, pen-
gelolaan koleksi, hingga 
penerapan standar penge-
lolaan perpustakaan sesuai 
ketentuan yang berlaku.

“Dengan adanya pustaka-
wan yang kompeten, kami 
optimistis perpustakaan 
dapat dikelola secara lebih 
profesional dan berkelan-

jutan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari 

permohonan tersebut, pihak 
SMA Kristen Bala Kese-
lamatan Palu belum lama 
ini melakukan pertemuan 
dengan Kepala Bidang Pen-
gembangan Perpustakaan 
dan Pembudayaan Kegema-
ran Membaca (P3KM) Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Muh. Idham Khalid, S.Sos., 
M.A. Pertemuan berlangs-
ung di ruang Kepala Bidang 
P3KM.

Dalam pertemuan terse-
but dibahas kondisi aktual 
perpustakaan sekolah, ke-
butuhan tenaga pustaka-
wan, pola pendampingan 
pengelolaan perpustakaan, 
serta strategi penguatan 
kelembagaan perpustakaan 
sekolah. Selain itu, turut 
dibicarakan langkah pening-
katan kapasitas pengelola 
perpustakaan, penataan 
administrasi layanan, pen-

gembangan koleksi, hingga 
penguatan program literasi 
sekolah.

M u h .  I d h a m  K h a l i d 
menyambut baik inisiatif 
sekolah dalam memperkuat 
pengelolaan perpustakaan.

“Kami mengapresiasi 
langkah proaktif pihak se-
kolah yang berupaya me-
ningkatkan kualitas per-
pustakaan. Perpustakaan 
sekolah memiliki peran stra-
tegis sebagai pusat sumber 
belajar dan penguatan bu-
daya literasi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa 
pihaknya akan mendorong 
pola pendampingan yang 
sesuai dengan kebutuhan 
sekolah. “Pendampingan 
tidak hanya terkait tenaga 
pustakawan, tetapi juga 
penguatan kelembagaan, 
administrasi layanan, dan 
program literasi agar per-
pustakaan dapat berfungsi 
secara optimal,” jelasnya. 
ENG

KEPALA SMA Kristen Bala Keselamatan Palu saat melakukan pertemuan dengan Kepala Bidang 
P3KM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Idham Khalid. FOTO: IST

SMA Kristen Bala Keselamatan Palu Ajukan Bantuan Tenaga Pustakawan

SULTENG RAYA-Peme-
rintah Provinsi (Pemprov) 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
menjajaki kerja sama dengan 
Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dalam bidang pendidi-
kan, penelitian, pengemban-
gan Sumber Daya Manusia 
(SDM), serta pembangunan 
daerah.

Gubernur Sulteng Anwar 
Hafi d dalam keterangannya 
di Palu, Kamis 915/1/2026), 
mengatakan pendidikan 
menjadi prioritas utama 
pembangunan daerah guna 
meningkatkan kualitas SDM 
dan daya saing masyarakat.

“Masyarakat kami banyak 
menginginkan berkuliah di 
ITB. Jika memungkinkan, 
kami berharap dibukakan 
ruang kerja sama di bidang 
pendidikan, khususnya me-
talurgi dan bidang teknis 
lainnya,” kata Gubernur 
Anwar.

Gubernur Sulteng  didam-
pingi Ketua Satuan Tugas 
Penyelesaian Konfl ik Agra-
ria (PKA) Akris Fattah Yu-
nus, Ketua Harian PKA Eva 
Bande, Kepala Badan Riset 
dan Inovasi Daerah (BRIDA) 
Sulteng Sandra Tobondo, 
serta Kepala Dinas Pendi-
dikan Sulteng Firmanzah 
DP melakukan pertemuan 
dengan Rektor ITB Tatacipta 
Dirgantara beserta jajaran di 
Jakarta. Dalam pertemuan 
tersebut Gubernur Anwar 
Hafid menyampaikan pi-
haknya saat ini menjalankan 
program unggulan Berani 
Cerdas yang berfokus pada 
pengembangan SDM melal-
ui penyediaan beasiswa bagi 
mahasiswa asal Sulteng, 
baik melalui jalur prestasi 
maupun afi rmasi.

Beasiswa tersebut menca-
kup pembiayaan Uang Ku-
liah Tunggal (UKT) hingga 
mahasiswa menyelesaikan 
pendidikan sarjana selama 
delapan semester.

Selain itu Pemprov Sul-
teng juga telah menjalin 
kerja sama dengan Univer-
sitas Hasanuddin (Unhas) 
di bidang metalurgi yang 
melibatkan 40 mahasiswa 
asal Sulteng.

Gubernur berharap ker-
ja sama serupa dapat di-
kembangkan bersama ITB, 
terutama untuk menjawab 
kebutuhan tenaga ahli di 
sektor sumber daya alam, 
khususnya pertambangan 
nikel yang hingga kini masih 
mengalami keterbatasan 
SDM berkompeten.

Anwar Hafid menyam-

paikan pendidikan men-
jadi prioritas utama masa 
jabatannya, termasuk kerja 
sama di bidang tata ruang 
dan kajian kerusakan rumah 
warga di Desa Sulewana 
untuk penyelesaian konfl ik 
agraria secara objektif.

Karena itu ia mengharap-
kan kerja sama ini menjadi 
langkah awal kolaborasi 
strategis untuk mendorong 
peningkatan kualitas pen-
didikan, riset, dan pem-
bangunan berkelanjutan di 
Sulteng.

Sementara itu Rektor 
ITB Tatacipta Dirgantara 
mengatakan pihaknya aktif 
menjalin kemitraan dengan 
pemerintah daerah (pemda) 
dalam bidang penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat, antara lain mel-
alui program penyediaan air 
bersih di wilayah Indonesia 
timur serta kajian keben-
canaan.

“Sulawesi Tengah memi-
liki potensi besar di bidang 
perikanan, sumber daya 
alam, dan pengembangan 
ekonomi. ITB siap berkon-
tribusi sesuai dengan kom-
petensi keilmuan yang kami 
miliki,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan 
pentingnya pendampingan 
tata ruang terkait keren-
tanan bencana, serta meny-
arankan kerja sama tidak 
terbatas pada kelas khu-
sus, melainkan melibatkan 
berbagai disiplin, seperti 
Teknik Sipil, Teknik Ling-
kungan, dan program S2 
profesional serta pengem-
bangan kapasitas guru.

Sementara itu Wakil Rek-
tor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan ITB Irwan 
Meilano menyampaikan 
kesiapan ITB untuk mene-
rima calon mahasiswa asal 
Sulteng, termasuk melalui 
program seleksi siswa ung-
gul yang dijadwalkan ber-
langsung pada April 2026.

Ia juga menjelaskan ITB 
memiliki program metalurgi 
internasional yang bekerja 
sama dengan mitra Austra-
lia serta menjalin kolaborasi 
dengan industri di Morowali 
dan Fakultas Teknik Univer-
sitas Tadulako.

Sementara itu sebagai tin-
dak lanjut, hasil pertemuan 
merekomendasikan agar 
koordinasi lanjutan segera 
dilakukan oleh Dinas Pendi-
dikan (Disdik) Sulteng dan 
Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah (Bappeda) 
Sulteng.ANT

GUBERNUR Sulteng Anwar Hafi d melakukan pertemuan dengan 
Rektor ITB Tatacipta Dirgantara untuk menjalin kerja sama di bi-
dang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya ma-
nusia (SDM), serta pembangunan daerah. FOTO: ANT/HO-TIM 
MEDIA BERANI

Pemprov Sulteng dan 
ITB Jajaki Kerja Sama 

Pendidikan Hingga Riset

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu diwakili Kepa-
la Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota 
Palu, Lukman, menghadiri 
acara kegiatan panen raya 
serentak pemasyarakatan 
yang dilaksanakan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Kelas IIA Palu bers-
ama Direktorat Jenderal Pe-
masyarakatan (Ditjenpas) 
Sulawesi Tengah. 

Kegiatan tersebut ber-
langsung di Desa Langale-
so, Kabupaten Sigi, Kamis 
(15/1/2026). Kehadiran 
tersebut membuktikan ko-

mitmen Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan 
Kota Palu menyatakan du-
kungan penuh terhadap se-
luruh program pendukung 
ketahanan pangan yang 
dijalankan oleh Ditjenpas. 

Dukungan tersebut di-
wujudkan melalui sinergi 
berkelanjutan dalam pen-
gembangan sektor per-
tanian, peternakan, dan 
perikanan di lingkungan 
pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah 
Ditjenpas Sulawesi Tengah, 
Bagus Kurniawan, men-
gatakan bahwa Ditjenpas 

sangat berperan penting 
terkait panen raya hari ini 
dan menjadi indikator pen-
dukung salah satu program 
Presiden RI.

"Kegiatan panen raya 
ini merupakan bagian dari 
program 15 Aksi Menteri 
Imigrasi dan Pemasyara-
katan serta menjadi wujud 
dukungan terhadap Pro-
gram Presiden Republik 
Indonesia dalam memper-
kuat ketahanan pangan 
nasional," ujarnya.

Adapun hasil panen yang 
diperoleh meliputi jagung, 
kangkung,  dan  jambu 

kristal. Hasil pertanian 
tersebut diarahkan untuk 
memenuhi kebutuhan keta-
hanan pangan di Sulawesi 
Tengah serta mendukung 
pasokan bahan untuk pro-
gram Makan Bergizi Gratis 
(MBG).

Kepala Lapas  Kelas IIA 
Palu Makmur menambah-
kan, warga binaan dilibat-
kan langsung  dari awal 
proses penanaman hingga 
panen raya hari ini. " Se-
banyak 14 warga binaan 
Lapas Kelas IIA Palu di-
libatkan secara langsung 
sejak proses penanaman, 

pemeliharaan tanaman, 
hingga panen hasil," ung-
kap Makmur. Selain sektor 
pertanian, Ditjenpas bers-
ama Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota 
Palu juga akan  mengem-
bangkan program peter-
nakan ayam dan budidaya 
kolam ikan di lingkungan 
pemasyarakatan.

Program ini diharap-
kan dapat memperkuat 
ketahanan pangan secara 
berkelanjutan sekaligus 
memberikan tambahan 
keterampilan bagi warga 
binaan. ABS

semua program dan rencana 
pemerintah daerah untuk 
membangun ekonomi ke-
rakyatan dan mengentaskan 
kemiskinan. 

Sebab, hal itu sejalan den-
gan amanat Presiden Pra-
bowo Subianto. Melalui 
pertemuan ini, Pemprov 

Sulawesi Tengah berharap 
sinergi dengan Bappenas 
dapat mempercepat reali-
sasi program hilirisasi dan 
pengembangan pariwisata, 
yang berdampak langsung 
pada peningkatan ekonomi 
dan kesejahteraan masyara-
kat. ANT

KEPALA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, menghadiri acara kegiatan panen raya serentak pemasyarakatan yang dilaksanakan Lapas Kelas 
IIA Palu, Kamis (15/1/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

Lapas Palu Gelar Panen Raya


